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MOTTO 

life is like a pencil that will surely run out, but left the beautiful writing in the 

life 

( hidup itu seperti pensil yang pasti akan habis, tetapi meninggalkan tulisan 

indah dalam kehidupan ) 

Nami, One Piece
1
  

  

                                                           
1
Froztlegend, 2014, One Piece Quote -Nami, melalui 

https://www.deviantart.com/froztlegend/art/One-Piece-Quote-Nami-412680461 diakses pada 

tanggal 2 Oktober 2018 jam 22.00 WIB 
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RINGKASAN 

Indonesia merupakan negara berkembang, mengapa disebut negara 

berkembang. Karena dari data tahun 2017 Indonesia hanya memiliki jumlah 

pendapatan perkapita Rp 51.890.000 setiap tahunnya. Dengan cap sebagai negara 

berkembang Indonesia mulai gencar melakukan kegiatan pembangunan di 

berbagai daerah di indonesia. Fakta  yang terjadi, Pemerintah Malang melakukan 

perjanjian pekerjaan konstruksi dengan CV. Dewi Sinta  dengan nomor perjanjian 

IK.02.04/006/PKSDA/IV/2015 untuk membangun Pelestarian Sumber Air 

Sumber Kayah Mbah Tomo, dimana tanah untuk berdirinya objek perjanjian 

masih dalam kepemilikan pihak ketiga yang membuat pekerjaan konstruksi 

tersebut berhenti. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan membahas 

aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum kontraktor apabila 

terjadi kasus seperti ini dalam hukum positif di Indonesia. Atas permasalahan-

permasalahan tersebut maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR DALAM PERJANJIAN 

PEKERJAAN KONSTRUKSI AKIBAT STATUS TANAH BELUM 

DIBEBASKAN”. 

Rumusan masalah dalam karya ilmiah terdapat 3 hal yaitu pertama, Apa 

Perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap pemutusan perjanjian pekerjaan 

konstruksi secara sepihak akibat tanah masih dalam penguasaan pihak ketiga ? 

kedua, Apa akibat hukum terhadap perjanjian pekerjaan konstruksi yang tanahnya 

masih dalam penguasaan pihak ketiga ? ketiga, Apa upaya penyelesaian sengketa 

yang bisa dilakukan oleh kontraktor terhadap pemutusan perjanjian pekerjaan 

konstruksi secara sepihak akibat tanah masih dalam penguasaan pihak ketiga  ? 

Tujuan dari penuliasan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain; Untuk 

memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; Sebagai salah satu bentuk 

penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh 

selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat; 

Memberikan informasi dan untuk mengembankan pemikiran yang berguna bagi 

kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta 

Almamater. Adapun tujuan khususnya adalah menjawab rumusan masalah yang 

ada di dalam skripsi ini. 

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian 

yang bersifat yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang ditujukan 

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif 

yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, dengan menggunakan 

metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat 

umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. 

Pembahasan dari skripsi ini adalah perlindungan hukum bagi kontraktor 

terhadap pemutusan perjanjian pekerjaan konstruksi secara sepihak akibat tanah 

masih dalam penguasaan pihak ketiga terdapat dua bentuk : Perlindungan hukum 
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secara preventif terhadap kontraktor berupa pemberian ganti rugi terhadap tugas 

atau pekerjaan yang telah diselesaikan setelah pemutusan secara sepihak oleh 

pengguna jasa didasari oleh pasal 56 ayat 3, pemutusan kontrak secara sepihak 

berdasarkan pasal 1611 KUHperdata, alasan alasan pemutusan kontrak secara 

sepihak oleh pengguna jasa berdasarkan pasal 93 ayat 1 perpres no 4 tahun 2015 

tentang pengadaan barang dan jasa. Perlindungan hukum secara represif terhadap 

kontraktor yaitu kontrak pekerjaan konstruksi harus terdapat klausul tentang 

upaya penyelesaian sengketa jika pemutusan kontrak secara sepihak oleh 

pengguna jasa mengalami sengketa didasari oleh pasal 47 huruf H UU no 2 tahun 

2017 tentang jasa konstruksi. Akibat hukum dari perjanjian pekerjaan konstruksi 

yang tanahnya masih dalam penguasaan pihak ketiga yaitu akibat hukum dari 

perjanjian pekerjaan konstruksi yang tanahnya masih dalam penguasaan pihak 

ketiga, menurut pasal 1320 KUHPerdata, Objek perjanjian dalam kontrak tersebut 

tidak ada karena tanah untuk berdirinya bangunan masih dalam kepemilikan pihak 

ketiga, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Upaya penyelesaian sengketa 

yang dapat dilakukan oleh kontraktor terhadap pemutusan perjanjian pekerjaan 

konstruksi secara sepihak akibat tanah masih dalam penguasaan pihak yaitu upaya 

penyelesaian sengketa non litigasi dengan menggunakan metode arbitrase, 

mediasi dan konsiliasi berdasarkan pasal 88 ayat 1 dan 3 UU no 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi, pengaturan tentang arbitrase diatur dalam UU no.30 

tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif. Upaya penyelesaian sengketa secara 

litigasi adalah Hasil dari upaya penyelesaian sengketa tersebut adalah putusan 

hakim yang bersifat inkracht atau absolut, dengan artian tidak dapat diganggu 

gugat oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa 

litigasi berlaku win-lose solution yang berarti ada yang menang dan ada yang 

kalah. 

Kesimpulan yang dapat ditulis oleh penulis adalah pertama, perlindungan 

hukum bagi kontraktor ini hanya efektif dengan perlindungan hukum represif, 

kedua, keberlakuan perjanjian pekerjaan konstruksi tersebut dapat dibatalkan 

karena tidak ada obyek perjanjian, ketiga, upaya penyelesaian sengketa dalam jasa 

konstruksi harus terlebih dahulu menggunakan upaya penyelesaian sengketa 

arbitrase.  

Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini adalah pertama saran untuk 

penyedia jasa, Hendaknya penyedia jasa melakukan penelitian atau penyecekkan 

terlebih dahulu terhadap tempat yang akan dilakukannya pengerjaan bangunan 

agar tidak terjadinya kegagalan untuk membangun atau melakukan prestasi pada 

perjanjian pekerjaan konstruksi tersebut. Kedua saran untuk pengguna jasa, 
Hendaknya pengguna jasa melakukan pelunasan atau pembebasan lahan atau 

tanah yang akan dibangun bangunan sebelum dilakukannya pengadaan barang dan 

jasa agar tidak menggangu pekerjaan penyedia jasa selaku pihak yang melakukan 

pengerjaan konstruksi sehingga penyedia jasa dapat melakukan pekerjaan 

konstruksi dengan benar. Ketiga saran untuk lembaga jasa konstruksi, Hendaknya 

memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa pembangunan itu penting 

untuk kemajuan negara indonesia dalam forum jasa konstruksi agar mau 

menerima pembebasan tanah atau lahan yang dilakukan pemerintah. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 33 (tiga puluh tiga) 

provinsi dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu, Indonesia masih tergolong 

sebagai negara berkembang dengan jumlah pendapatan perkapita Rp 51.890.000 

setiap tahunnya.
2
 Dengan cap sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia 

dengan gencar meningkatkan pembangunan fasilitas-fasilitas umum dalam negeri 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri dan dapat 

menarik minat pengunjung mancanegara untuk singgah di Indonesia serta dapat 

meningkatkan jumlah pendapatan negara. 

Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki landasan dalam melakukan 

aktifitas luar dan dalam negeri agar menjamin kepastian hukum  termasuk juga 

dalam hal pembangunan. Dalam perundang undangan di Indonesia mengenai 

peraturan yang bertalian dengan hukum bangunan sudah tercantum dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta undang undang khusus dan 

peraturan perundang undangan lainnya. 

Seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1965 dilakukanlah 

pembenahan dalam program pembangunan maupun pelaksanaannya. Hal ini dapat 

dimungkinkan karena adanya kestabilan di bidang politik, ekonomi dan keuangan. 

Lembaga pemerintah mulai melaksanakan pembangunan yang memberikan titik 

awal kebangkitan jasa konstruksi nasional.  

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa 

konstruksi menghasilkan produksi akhir berupa bangunan atau bentuk fisik 

lainnya, baik yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi sosial 

dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara 

materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. 

Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi 

                                                           
2
 Adek Media Roza,2018, berapa pdb perkapita indonesia, melalui 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/25/berapa-pdb-perkapita-indonesia diakses 

pada tanggal 16 Januari 2019 jam 19.00 WIB 
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berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri 

barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
3
 

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat 

dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara 

adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi 

seluruh rakyat. yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh 

segenap lapisan masyarakat.
4
 

Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan 

berbagai pihak seperti pemberi tugas (bouwheer), pemborong, arsitek, agraria, 

Pemda dan sebagainya. Disamping itu, dalam pelaksanaan pembangunan kita 

dihadapkan pada peralatan-peralatan yang mutakhir dan canggih yang perlu 

diperhatikan.
5
 Untuk melakukan pembangunan di suatu daerah, pemerintah 

diwajibkan mengikutkan perusahaan-perusahaan dalam bidang jasa konstruksi 

atau penyedia barang dan jasa dengan cara mengadakan lelang pengadaan barang 

dan jasa dalam setiap kegiatan dalam hal pembangunan. Pelaksanaan pemilihan 

penyedia barang dan jasa diawali dengan pengumuman pemilihan penyedia 

barang dan jasa secara luas oleh unit layanan pengadaan kepada masyarakat pada 

saat rencana kerja dan anggaran K/ L/ D/ I (Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/ Institusi)yang telah disetujui oleh DPR/ DPRD atau dokumen 

pelaksanaan anggaran (DPA) telah dilaksanakan.
6
 

 Setelah pengumuman pemilihan penyedia barang dan jasa, para penyedia 

barang jasa berhak mendaftarkan diri mereka setelah itu penyedia barang dan jasa 

memasukkan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan 

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
7
 Setelah penyedia 

                                                           
3
 Rizki Wahyu Sinatria Pianandita, 2009, “Penanganan Sengketa pada Kontrak Konstruksi 

yang Berdimensi Publik (Tinjauan Hukum Atas Putusan BANI No.283/vii/ARB-BANI/2008)”, 

Tesis, Sarjana Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 28. 
4
 F.X Djumialdji, 1996, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan 

Sumber Daya Manusia., Jakarta, Rineke Cipta.,hIm 2. 
5
 Ibid,.hlm.1 

6
 R. Serfianto D.P dan Iswi Hariyani.,2011,”Rahasia Menang Tender Barang atau 

Jasa”,Cet Ke 1, Yogyakarta ,Pustaka Yustisia, hlm. 168 
7
 Ibid,.hlm.174 
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barang/ jasa menyerahkan dokumen penawaran tersebut pejabat pengadaaan 

menetapkan hasil pemilihan penyedia barang / jasa dan kemudian mengumukan 

pemenangnya melalui website K/ L/ D/ I dan papan pengumuman resmi.
8
 

Sebelum ditetapkannya penyedia barang/ jasa terlebih dahulu diadakannya 

pelelangan, didalam KEPPRES 16 tahun 1996 dikenal terdapat 4 cara pelelangan 

yaitu: pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung, pengadaan 

langsung. 

 Akhirnya setelah pelelangan, terpilihlah penyedia barang dan jasa yang 

akan mengerjakan bangunan tersebut. Sebelum dilakukannya pekerjaan oleh 

pemborong terlebih dahulu pemerintah dan pemborong merumuskan perjanjian 

pemborongan, perjanjian pemborongan diatur dalam pasal 1601 KUHPerdata 

yang berbunyi “ pihak yang satu (pemborong) mengikatkan diri dengan pihak 

lain(pemberi tugas) untuk menghasilkan pekerjaan tertentu dengan harga tertentu” 

 Isi dari perjanjian pemborongan bangunan pada umumnya memuat secara 

terperinci mengenai :
9
 

1. luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang 

pekerjaan dan syarat syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (bestek) 

dilengkapi dengan uraian tentang bahan materiel, alat-alat dan tenaga kerja 

yang diperlukan. 

2. Penentuan tentang harga pemborongan 

3. Mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan  

4. Mengenai sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi 

5. Tentang resiko dalam hal terjadi overmacht 

6. Penyelesaian jika terjadi penyelisihan 

7. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan. 

Selanjutnya, setelah melalui tahapan-tahapan tersebut pihak pemborong 

langsung dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disetujui sebelumnya. Sehubungan dengan perjanjian pemborongan. Penulis akan 

mengambil fakta yang terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan 

                                                           
8
 Ibid..hlm.175 

9
 Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 2003. Hukum Bangunan:Perjanjian Pemborongan 

Bangunan. Yogyakarta.Liberty.hlm.62 
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Perumahan Rakyat, dimana Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

menyerahkan tanggung jawab untuk Pelestarian Sumber Air Sumber Kayah Mbah 

Tomo kepada Pemerintah Malang. Maka Pemerintah Malang mengadakan 

pelelangan barang dan jasa untuk memilih penyedia barang dan jasa yang berhak 

menerima tanggung jawab pekerjaan. Pemerintah Malang melakukan perjanjian 

pekerjaan konstruksi dengan CV. Dewi Sinta  dengan nomor perjanjian 

IK.02.04/006/PKSDA/IV/2015 untuk membangun Pelestarian Sumber Air 

Sumber Kayah Mbah Tomo. Namun pada saat akan melakukan pekerjaan yang 

sesuai dengan perjanjian tersebut, dihentikan oleh warga setempat karena lahan 

untuk pelestarian  sumber air tersebut  masih atas nama warga setempat dengan 

kata lain tanah tersebut belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan membahas aturan-

aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum kontraktor apabila terjadi 

masalah seperti ini dalam hukum positif di Indonesia. Serta bagaimana ketentuan 

dalam hukum positif Indonesia terhadap perjanjian pekerjaan konstruksi yang 

terhenti karena objek perjanjiannya masih dalam status bukan miliknya atau masih 

dalam penguasaan pihak ketiga yaitu masyarakat setempat. Atas permasalahan-

permasalahan tersebut maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR DALAM 

PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI AKIBAT STATUS TANAH 

BELUM DIBEBASKAN”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka penulis akan 

membatasi masalah yang akan dibahas yang berkaitan dengan : 

1. Apa Perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap pemutusan perjanjian 

pekerjaan konstruksi secara sepihak akibat tanah masih dalam penguasaan 

pihak ketiga ? 

2. Apa akibat hukum terhadap perjanjian pekerjaan konstruksi yang tanahnya 

masih dalam penguasaan pihak ketiga ? 
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3. Apa upaya penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan oleh kontraktor 

terhadap pemutusan perjanjian pekerjaan konstruksi secara sepihak akibat 

tanah masih dalam penguasaan pihak ketiga  ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan 

tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan 

proposal ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat dan tugas menyelesaikan studi 

meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; 

2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat; 

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan 

umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan secara khusus dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi 

kontraktor terhadap pemutusan perjanjian pekerjaan konstruksi secara 

sepihak akibat tanah dalam penguasaan pihak ketiga;  

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perjanjian pekerjaan 

konstruksi yang tanahnya masih dalam penguasaan pihak ketiga ; 

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang 

dapat dilakukan oleh kontraktor terhadap pemutusan perjanjian pekerjaan 

konstruksi secara sepihak akibat tanah masih dalam penguasaan pihak 

ketiga;   
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1.4.  Metode Penelitian 

Penelitian skripsi ini dilandasi dengan metode penelitian ilmiah 

berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penelitian hukum sehingga dapat 

terungkap kebenaran hukum yang sistematis dan logis. Metode penelitian sendiri 

meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan 

hukum dan analisis bahan hukum. 

1.5.  Tipe Penelitian 

Untuk mencapai kebenaran yang diinginkan serta akurat, penulis 

menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif (legal research). Adapun 

penelitian normatif adalah menemukan kebenaran, yaitu adakah aturan hukum 

sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu 

sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai norma 

hukum ( bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.
10

 Sehingga, 

penelitian hukum normatif berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum 

bangunan maupun tentang pengadaan barang dan jasa di Indonesia. 

1.6  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah diperlukan karena dengan pendekatan tersebut, 

penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang 

sedang dicoba untuk dicari jawabannya
11

. Pendekatan yang digunakan penulis 

dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan perUndang-Undangan(statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan 

undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari 

adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-

undang yang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau 

antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu 

argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. bagi penelitian untuk kegiatan 

                                                           
10

Peter.M. Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group.hlm..47 
11

 Ibid.,hlm.133 
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akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang 

undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu 

undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang 

ada dibelakang undang-undang itu, memahami kandungan filosofi yang ada 

dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan 

mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang 

dihadapi.
12

  

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide 

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,dan asas-

asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam 

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 
13

 

1.7  Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut penjelasannya : 

1.7.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

yang artinya mempunyai otoritas yaitu berupa perUndang-Undangan, catatan-

catatan resmi atau masalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-

putusan hakim.
14

 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

nomor 3872); 

                                                           
12

 Ibid.,hlm..134 
13

 Ibid.,hlm.135 
14

 Ibid..,hlm.181 
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3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi   

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara nomor 6018);  

4. Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa 

Konstruksi; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.79 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang Atau Jasa Melalui Penyedia 

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian 

Sengketa Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah  

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur tertulis 

yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, 

makalah-makalah , laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.
15

 

Bahan hukum sekunder dalam karya ilmiah ini menggunakan buku-buku atau 

karya ilmiah yang berhubungan dengan perlindungan hukum, perjanjian pekerjaan 

konstruksi dan upaya penyelesaian sengketa konstruksi serta tata cara pembebasan 

tanah   

 

 

 

                                                           
15

Ibid., hlm.141 
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1.8  Analisis Bahan Hukum 

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok 

permasalahan. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana 

dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
16

 

a. Mengidentifikasikan fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang 

tidak relevan untuk menetapkan permasalah yang hendak diajukan; 

b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap 

memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum; 

c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan 

bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab 

permasalahan yang diajukan; 

e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan 

berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. 

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan didalam 

penulisan skripsi ini, penulis mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, 

dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari 

permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus 

sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 

secara ilmiah. 

                                                           
16

Ibid, hlm. 143 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Perlindungan Hukum 

2.1.1  Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang 

– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

Pasal 28 G Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 juga mengatur bahwa:  

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. 

 

Perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur dalam 

Universal Declaration Of Human Rights, dalam pasal 6 disebutkan “setiap 

orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja 

ia berada”, serta dalam pasal 7 diatur : 

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas 

perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua 

berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk 

diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan 

terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi 

semacam itu”. 

 

Perlindungan hukum memiliki pengertian yaitu pemberian 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata 

lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik 
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secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari 

pihak manapun.
17

  

Menurut Muktie A. Fadjar
18

, perlindungan hukum adalah 

penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh 

hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan 

adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia 

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta 

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan 

kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
 
 

2.1.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk perlindungan 

hukum, Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum ada dua 

macam, yaitu :
19

 

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif  

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat 

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya 

sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya 

bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan 

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang 

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di 

Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 

 

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di 

Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

                                                           
17

 Satjipto Rahardjo. 1993. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang 

Sedang Berubah, Edisi 10.Jurnal Masalah Hukum.. hlm.34   
18

 Ibid. 
19

 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. 

Surabaya, Bina Ilmu.hlm.30 
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perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 

sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari 

perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat 

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara 

hukum. 

2.2 Kontraktor  

2.2.1 Pengertian Kontraktor 

 Kontraktor merupakan nama lain dari penyedia jasa dalam 

perjanjian pekerjaan konstruksi. Pengertian kontraktor atau penyedia jasa 

telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa “Penyedia jasa adalah 

pemberi layanan jasa konstruksi.” 

Kontraktor/ pemborong bangunan adalah perusahaan-perusahaan 

yang bersifat perorangan  yang berbadan hukum atau badan hukum yang 

bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan.
20

 Jadi kontraktor dapat 

disamakan dengan orang/ suatu badan hukum/ badan usaha yang di 

kontrak/ di sewa untuk mengerjakan proyek pekerjaan berdasarkan isi 

kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan 

instansi atau lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, maupun 

perorangan, yang sudah melakukan penunjukan secara resmi. 

2.2.2 Hak Dan Kewajiban Kontraktor 

 Mengenai hak-hak dan kewajiban dari kontraktor dalam perjanjian 

pekerjaan konstruksi hanya sedikit sekali diatur dalam KUHPerdata. 

Sebagian besar hak-hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan 

standar perjanjian pemborongan bangunan (AV th.1941), kemudian dimuat 

secara terperinci dalam perjanjian borongan, juga dalam bestek dan syarat( 

rencana kerja dan syarat). Kewajiban dari si pemborong/kontraktor 

                                                           
20

 FX.Djumialdji,op.cit.hlm.26 
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dalam perjanjian pemborongan bangunan ialah melaksanakan pekerjaan 

pemborongan sesuai dengan kontrak, rencana kerja dan syarat-syarat  yang 

telah ditetapkan (bestek). Bestek adalah uraian tentang rencana  pekerjaan 

dan syarat syarat yang ditetapkan disertai dengan gambar.
21

 

Kewajiban kontraktor atau penyedia jasa sudah diatur dalam dalam 

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang  

Penyelenggaran Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa Penyedia jasa 

dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk : 

1. Menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan 

metode kerja, rencana usulan biaya tenaga terampil dan 

tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan 

kesehatan  kerja, dan peralatan;  

2. Menyerahkan jaminan penawaran: dan  

3. Menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas 

waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. 

Hak penyedia jasa diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 29 Tahun 2000 tentang  penyelenggaran jasa konstruksi, bahwa 

Penyedia jasa dalam proses pemilihan berhak untuk : 

1. Memperoleh penjelasan pekerjaan; 

2. Melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;  

3. Mengajukan sanggahan terhadap bagi penyedia jasa yang 

kalah; dan 

4. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan 

jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang. 

2.3 Pejabat Pembuat Komitmen 

2.3.1 Pengertian Pejabat Pembuat Komitmen 

 PPK adalah singkatan dari Penjabat Pembuat Komitmen  yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai 

dengan pengertian PPK yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Perpres 

nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang 

menjelaskan bahwa  

“Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan 

                                                           
21

 Sri Soedewi Masjchun Sofwan. op.cit. hlm.79 
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yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 

negara/anggaran belanja daerah.” 

 Pengadaan barang dan jasa sendiri memiliki pengertian yang 

termuat dalam pasal 1 angka 1 Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa yang menjelaskan bahwa  

“Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang selanjutnya 

disebut sebagai pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan 

pengadaan barang/ jasa oleh kementrian/ lembaga/ 

perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan.” 

Dengan melihat pengertian dari pengadaan barang/ jasa dapat 

dikemukakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab atas 

kegiatan awal sampai akhir pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, 

dengan demikian PPK dapat disebut sebagai Pengguna Jasa. 

 Pengertian Pengguna barang/ jasa diatur dalam pasal 1 angka 5 

Undang Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  yang 

memberikan pengertian seperti ini,  

“Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang 

menggunakan layanan Jasa Konstruksi.” 

Sedangkan dalam perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang 

atau jasa pengganti perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan 

keempat atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau 

jasa. Pengertian pengguna jasa juga diatur dalam pasal 1 angka 3  Perpres 

nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa yang memberikan 

pengertian demikian,  

“Pengguna barang/ jasa adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan barang dan/ atau jasa milik 

negara/ daerah di masing-masing K/ L/ D/ I.” 
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2.3.2 Hak Dan Kewajiban PPK 

Setelah berlakunya ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 

1999 tentang Jasa Konstruksi, mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak 

kerja konstruksi secara jelas ditentukan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah 

nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kewajiban 

pengguna jasa dalam hal ini Pasal 15 menentukan: 

Pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk: 

a. mengumumkan secara luas melalui media elektronik 

dan/atau media cetak untuk setiap pekerjaan yang 

ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau 

pelelangan terbatas; 

b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan 

terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, 

dan benar serta dapat dipahami, yang memuat: 1) 

petunjuk bagi penawaran; 2) tata cara pelelangan 

umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung 

mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan; 3) 

persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat 

khusus; dan 4) ketentuan evaluasi; 

c. Mengundang semua penyedia jasa yang lulus 

prakualifikasi untuk memasukkan penawaran; 

d. Menertibkan dokumen menunjukkan Iangsung secara 

Iengkap, jelas, danbenar serta dapat di pahami yang 

memuat: (1) Tata cara penunjukan langsung mencakup 

prosedur, persyaratan, dan kewenangan (2) Syarat 

syarat kontrak mencakup syarat umum dan syarat 

khusus; 

e. Memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk 

mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan; 

f. Memberikan tanggapan terhadap sanggahan dan 

penyedia jasa; 

g. Menetapkan penyedia jasa dan batas waktu yang 

ditentukan dalam dokumen lelang; 

h. Mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa 

yang kalah sedangkan bagi penyedia jasa yang menang 

mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen 

pelelangan; 

i. Menunjukkan bukti kemampuan membayar; 

j. Menandatangani kontrak kerja konstruksi dalarn batas 

waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; 
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k. Mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa 

untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa 

membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 

l. Memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan 

termasuk kondisi dan bahaya yang timbul dalarn 

pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan 

lapangan apabila diperlukan. 

 

Hak-hak dari pengguna jasa dalam hal pemilihan penyedia jasa 

ditentukan oleh pasal 16 Perpres Nomor.79 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu: 

Pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa berhak untuk:  

a) Memungut biaya penggandaan dokumen pelelangan 

umum dan pelelangan terbatas dari penyedia jasa: 

b) Mencairkan jaminan penawaran dan selanjutnya 

memiliki uangnya dalam hal penyedia jasa tidak 

memenuhi ketentuan pelelangan dan  

c) Menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh 

penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif 

atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadap 

dokumen pelelangan. 

 

2.4 Prestasi Dan Wanprestasi 

2.4.1 Pengertian Prestasi 

 Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam 

setiap perikatan.
22

 Pada Pasal 1234 KUHPerdata menentukan bahwa 

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, 

dan tidak berbuat sesuatu”. Dalam literatur, hal tersebut lazim disebut 

prestasi. Jadi, prestasi bukanlah objek perjanjian, akan tetapi cara 

pelaksanaan perjanjian. 

Menurut pasal 1234 KUHPerdata, macam-macam prestasi berupa: 

1. Memberikan sesuatu, membayar harga, menyerahkan 

barang, dan sebagainya; 

                                                           
22

 Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, Bandung,Citra 

Aditya Bhakti, hlm. 201. 
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2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang 

rusak, membongkar bangunan, atau membangunkan 

rumah; 

3. Tidak berbuat sesuatu misalnya untuk tidak mendirikan 

sesuatu bangunan, untuk tidak menggunakan merek 

dagang tertentu;.  

 Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. 

Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan 

itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut 

dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dan prestasi tersebut 

,yakni: 
23

 

a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan; 

b) Harus mungkin; 

c) Harus diperbolehkan (halal); 

d) Harus ada manfaatnya bagi kreditur; 

e) Bisa terdiri dan suatu perbuatan atau serentetan perbuatan;. 

 Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dan suatu perikatan, 

memenuhi kewajiban prestasi dan debitur selalu disertai dengan tanggung 

jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya 

sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut 

ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata,  

“Semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan 

ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap 

kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.”
24

 

2.3.2 Pengertian Wanprestasi 

 Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang 

berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak 

atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang 

telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai 

melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau 

tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

 Wanprestasi berasal dan istilah aslinya dalam bahasa Belanda 

                                                           
23

 Ibid.hlm. 203. 
24

 Ibid.hlm.17. 
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“wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban 

yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu 

perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dan suatu perjanjian ataupun 

perikatan yang timbul karena undang-undang.
25

 

 Wirjono Prodjodikoro
26

 mengatakan bahwa wanprestasi adalah 

ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang 

harus dilaksanakan sebagai isi dan suatu perjanjian. Barangkali dalam 

bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan 

ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. 

 Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian 

atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:
27

 

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai 

mana yang diperjanjikan.  

3. Melakukan apa yang dipeijanjikan tetapi terlambat, 

4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat di 

lakukan. 

 Mariam Darus Badruizaman
28

 mengatakan bahwa apabila debitur 

karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. maka 

debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat 

penting, oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang 

diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. Menurut M.Yahya 

Harahap
29

 bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai 

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksankan 

tidak selayaknya. 

2.4. Pekerjaan Konstruksi 

2.4.1 Pengertian Perjanjian Pekerjaan Konstruksi 

                                                           
25

 Ibid.hlm.20. 
26

 Wirjono Prodjodikoro, 2000, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Mandar 

Maju: hlm 17. 
27

 R.Subekti,1970, Hukum Perjanjian Cet.ke-II, Pembimbing Masa ,Jakarta: hlm 

50, Selanjutnya disebut R.Subekti I. 
28

 R.Subekti,1979, Hukum Perjanjian Cet.ke-IV,Jakarta, Pembimbing Masa: hlm 

59, Selanjutnya disebut R.Subekti II. 
29

 M.Yahya Harahap, 1982,Segi-segi Hukum Perjanjian,Bandung, Alumni:hlm. 

60. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19 
 

 
 

 Istilah konstruksi yang dalam bahasa Inggris construction, dan 

dalam bahasa Latin construction artinya membangun atau menyusun, yang 

berasal dari kata benda struere (Latin) atau struct (Inggris) yang berarti 

susunan bangunan. misal gedung, jembatan dan sebagainya.
30

 Bersumber 

dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), struktur adalah (1) cara 

sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan; (2) yang disusun 

dengan pola tertentu; (3) pengaturan unsur atau bagian suatu benda; (4) 

ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Sedangkan konstruksi merupakan 

susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan 

sebagainya). Oleh karena itu bahwa struktur berupa bagian-bagian 

bangunan dan konstruksi ialah bangunan.
31

 

 Pekerjaan konstruksi ini merupakan salah satu jenis layanan 

pengadaan jasa, istilah ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 yakni tentang Jasa Konstruksi. Namun 

dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah istilah pekerjaan konstruksi tidak disebutkan secara tegas 

sebagai pekerjaan jasa, hal ini sebagaimana terlihat dalam penggolongan 

pengadaan barang/ jasa yang meliputi : barang, pekerjaan konsruksi, jasa 

konsultasi dan jasa lainnya. Sedangkan dalam ketentuan LKPP Nomor 7 

Tahun 2018 tentang Pedoman Perancanaan Pengadaan Barang /Jasa 

Pemerintah  istilah pekerjaan konstruksi terdapat dalam Ketentuan Umum 

Pasal 1 angka 21 dengan istilah Pekerjaan Konstruksi yang definisinya 

adalah  

“pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali 

suatu bangunan.” 

  

 

                                                           
30

 Surawan Martinus, 2008, Kamus Kata Serapan Cet.II Utama, Jakarta,Gramedia 

Pustaka ,hlm.311-312 
31

Arafuru,2016, Apa itu Struktur dan Konstruksi Bangunan? melalui 

,http://arafuru.com/sipil/apa-itu-struktur-dan-konstruksi-bangunan.html diakses pada 

tanggal 18 mei 2016 jam 15.00 WIB 
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Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jasa 

konstruksi disebut dengan istllah Pemborongan Pekerjaan. Menurut Pasal 

1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata:  

“Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana 

pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak 

yang memborongkan, dengan  menerima suatu harga yang 

ditentukan.” 

  

Unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi yaitu : 

1. Adanya subyek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. 

2. Adanya obyek. yaitu konstruksi. 

3. Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan 

penyedia jasa.
 32

 

  

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan 

dalam tiga macam, yaitu : 

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu 

2. Perjanjian kerja atau perburuhan dan 

3. Perjanjian jasa konstruksi pekerjaan
33

 

 Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah suatu 

perjanjian dimana suatu pihak menghendaki dan pihak lawannya untuk 

dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dimana ia 

bersedia membayar, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut, sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya 

                                                           
32 Salim H.S, 2010, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, 

Jakarta,Sinar Grafika:hlm.91 

33
 R.Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, cet.10, Bandung, Citra Aditya Bakti.hlm.57, 

Selanjutnya disebut R.Subekti III. 
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pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut 

dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu.
34

 

 Perjanjian jasa konstruksi adalah suatu perjanjian antara seorang 

(pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang 

memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil 

pekerjaan yang disanggupì oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu 

jumlah uang sebagai harga jasa konstruksi. Bagaimana caranya pemborong 

mengerjakannya tidaklah penting bagi pihak pertama tersebut, karena yang 

dikehendaki adalah hasilnya. yang akan diserahkan kepadanya dalam 

keadaan baik, dalam suatu jangka waktu yang telah diterapkan dalam 

perjanjian.
35

 

 Perlu mendapat perhatian adalah perbedaan antara perjanjian jasa 

konstruksi dengan perjanjian jual beli, karena kedua perjanjian hampir 

tidak jelas batasnya. Berdasarkan pendapat C. Smith dalam F.X. 

Djumialdji
36

,jika obyek dan perjanjian atau setidak-tidaknya obyek 

pokoknya adalah suatu karya maka itu adalah perjanjian Jasa Konstruksi. 

Sedangkan jika obyeknya berupa penyerahan dan suatu barang, sekalipun 

pada waktu perjanjian dibuat barangnya masih harus diproduksi, maka itu 

adalah perjanjian jual beli. 

 

2.4.2 Karakteristik Perjanjian Pekerjaan Konstruksi 

 Karakteristik perjanjian pekerjaan konstruksi dapat dilihat dari 

sifat, bentuk, macamnya, isinya dan para pihak dalam perjanjian pekerjaan 

konstruksi. Karakteristik ini yang dapat membedakan perjanjian pekerjaan 

konstruksi dengan perjanjian lainnya. 

1. Sifat Perjanjian Jasa Konstruksi 

 Perjanjian Jasa Konstruksi bersifat konsensuil, artinya perjanjian 

jasa konstruksi itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua 

belah pihak yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong 

                                                           
34

 Ibid. 
35

 Ibid.hlm.58. 
36

 F.X. Djumialdji,1996,Hukum Bungunan, cet. 1,Jakarta, Rineka Cipta.hlm. 5. 
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mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan atau kontrak.
37

 

Dengan terjadinya kata sepakat, perjanjian jasa konstruksi mengikat kedua 

belah pihak, sehingga para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jasa 

konstruksi tanpa persetujuan pihak lainnya. 

2. Bentuk Perjanjian Jasa Konstruksi 

 Perjanjian jasa konstruksi bentuknya bebas, artinya perjanjian jasa 

konstruksi dapat dibuat dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk 

tertulis.
38

 Namun, untuk proyek-proyek pemerintah, perjanjian jasa 

konstruksi harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian standar, 

artinya perjanjian jasa konstruksi dibuat dalam bentuk model-model 

formulir tertentu yang isinya  ditentukan secara sepihak oleh pihak yang 

memborongkan berdasarkan pada peraturan standar atau baku. yakni 

berdasarkan AV. 1941.
39

 

 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa, hubungan hukum antara penyedia jasa dan 

pengguna jasa diwujudkan dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak 

kerja konstruksi. Dimana keseluruhan dokumen merupakan perikatan 

tertulis yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan 

penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara urnum. 

Kontrak Kerja Konstruksi (K3) tersebut dibuat sesuai dengan tahapan yang 

terdapat dalam sebuah pekerjaan konstruksi, yaitu:
40

 

1. Untuk pekerjaan pelaksanaan: Kontrak Kerja Konstruksi 

untuk pekerjaan pelaksanaan; 

2. Untuk pekerjaan perencanaan: Kontrak Kerja Konstruksi 

untuk pekerjaan perencanaan: 

                                                           
37

 Ibid.hlm.7. 
38

 Ibid.hlm.8. 
39

 Ibid 
40

 Edu Vitra Zuardi, 2011,”Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Jasa 

Konstruksi(Studi Kasus PT. Duta Graha Indah Melawan PT.Slipi Sri Indopuri)”, Skripsi, 

Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,hlm.32 
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3. Untuk pekerjaan pengawasan: Kontrak Kerja Konstruksi 

untuk pekerjaan pengawasan. 

 

3. Macam Perjanjian Jasa Konstruksi 

Perjanjian jasa konstruksi pekerjaan dibagi menjadi dua macam, yaitu:
41

 

1. Perjanjian jasa konstruksi pekerjaan dimana pihak 

pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk 

pekerjaan tersebut. Dalam hal si pemborong diwajibkan 

memberikan bahannya dan kemudian pekerjaannya itu 

dengan cara bagaimanapun musnah sebelum diserahkan 

kepada pihak yang memborongkan, maka segala kerugian 

adalah atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak 

yang memborongkan telah lalai untuk menerima hasil 

pekerjaan itu. Jika si pemborong hanya diwajibkan 

melakukan pekerjaan saja. dan kemudian pekerjaannya 

musnah, maka ia hanya bertanggung jawab untuk 

kesalahannya (Pasal 1605 dan Pasal 1606 KUHPerdata), 

Ketentuan yang terakhir ini mengandung maksud bahwa 

akibat suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang 

menimpa bahan-bahan yang telah disediakan oleh pihak yang 

memborongkan dipikulkan pada pundaknya pihak yang 

memborongkan ini. Baru apabila dan pihaknya pemborong 

ada kesalahan mengenai kejadian itu, maka hal tersebut harus 

dapat dibuktikan oleh pihak yang memborongkan, dengan 

demikian si pemborong dapat dipertanggungjawabkan atas 

kesalahannya itu mengakibatkan bahan-bahan tersebut 

musnah; 

2. Perjanjian jasa konstruksi pekerjaan dimana si pemborong 

hanya akan melakukan pekerjaannya saja. Dalam hal si 

pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja, di 

dalam Pasal 1607 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

disebutkan bahwa jika musnahnya pekerjaan itu terjadi diluar 

sesuatu kelalaian dan pihaknya si pemborong, sebelum 

pekerjaan itu diserahkan, sedang pihak yang memborongkan 

pekerjaan tidak telah lalai untuk memeriksa dan menyetujui 

pekerjaannya, maka si pemborong tidak berhak atas harga 

yang dijanjikan. kecuali apabila musnahnya barang atau 

pekerjaan itu disebabkan oteh suatu cacat dalam bahannya; 

 

                                                           
41
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Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi, kontrak jasa konstruksi dapat dibagi menurut jenis 

usahanya: 

a) Kontrak perencanaan jasa konstruksi merupakan kontrak 

yang dibuat oleh masing-masing pihak. Salah satu pihak yaitu 

pihak perencana memberikan layanan jasa perencanaan 

dalam pekerjaan jasa konstruksi. Layanan tersebut meliputi 

rangkaian kegiatan atau bagian dan kegiatan mulai dan studi 

pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak 

kerja jasa konstruksi; 

b) Kontrak pelaksanaan konstruksi, yaitu kontrak antara orang 

perorangan atau badan usaha dengan pihak lainnya dalam 

pelaksanaan konstruksi; 

c) Kontrak pengawasan, yaitu kontrak antara orang perorangan 

atau badan usaha dengan pihak lainnya dalam pengawasan 

konstruksi; 

 

4.   Isi Perjanjian Jasa Konstruksi 

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan lebih 

lanjut mengenai isi dan perjanjian Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, baik 

pihak yang memborongkan pekerjaan maupun pihak yang memborong 

pekerjaan, dapat menentukan sendiri isi dan perjanjian Jasa Konstruksi 

yang mereka buat. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang 

pengaturannya terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang- Undang 

Hukum Perdata. 

 Kebebasan tersebut  dapat dilakukan dengan adanya pembatasan 

tertentu, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pada umumnya. isi dan suatu 

perjanjian jasa konstruksi memuat secara terperinci mengenal:
42

 

a) Luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan dan 

memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat 

pekerjaan yang disertai dengan gambar (bestek) 

dilengkapi dengan uraian tentang bahan material, alat-

alat dan tenaga kerja yang diperlukan; 

                                                           
42

 Sri Soedewi Masjchun Sofwan,op.cit.,hlm.62. 
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b) Penentuan tentang barga Jasa Konstruksi; 

c) Mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan; 

d) Mengenai sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi; 

e) Tentang resiko dalam hal terjadi overmacht; 

f) Penyelesaian jika terjadi perselisihan; 

g) Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jasa 

konstruksi; 

 Perkembangan yang berarti terjadi di bidang hukum jasa konstruksi 

dengan keluarnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Jasa 

Konstruksi kerja ini, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 

tersebut, maka seluruh ketentuan lama yang bertentangan dengan Undang-

Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Ini berarti bahwa 

perundang-undangan yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut. 

4. Para Pihak dalam Perjanjian Jasa Konstruksi 

 Dengan adanya perjanjian Jasa Konstruksi selalu ada pihak-pihak 

yang terikat dalam perjanjian jasa konstruksi, tetapi ada pihak-pihak lain 

yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian jasa 

konstruksi. Baik pihak-pihak yang terikat, maupun yang secara tidak 

langsung dengan adanya perjanjian jasa konstruksi disebut peserta dalam 

perjanjian jasa konstruksi. Adapun peserta dalam perjanjian jasa 

konstruksi, yaitu:
43

  

a) Yang memborongkan pemberi tugas prinsipill bouwheer/ 

aanbesteder dan sebagainya. 

b) Pemborong/ kontraktor/ rekanan/ aannener/ pelaksana dan 

sebagainya. 

c) Perencana/ Arsitek. 

d) Direksi/ Pengawas. 
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Keempat unsur tersebut di atas sesuai dengan perkembangan dan 

kemajuan teknologi sebaiknya terpisah satu sama lain sehingga hasil 

pekerjaan Iebih dapat dipertanggung jawabkan. 

2.5 Tanah Yang Belum Bebas 

2.5.1 Pengertian Tanah Yang Belum Bebas 

 Tanah yang belum bebas dapat dikatakan sebagai tanah yang 

diperlukan oleh pemerintah untuk mengadakan pembangunan infrastruktur 

atau kepentingan lain yang belum melalui proses pengadaan tanah 

sehingga tanah tersebut masih dalam hak individu masyarakat. Pengadaan 

tanah dibagi menjadi dua yaitu pencabutan hak dan pembebasan hak. 

 Menurut pasal 1 ayat 2 Undang Undang nomor 2 tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah: 

“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah 

dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil 

kepada pihak yang berhak.” 

 

Pembebasan tanah dapat dipandang sebagai langkah pertama untuk 

mendapatkan tanah penduduk baik akan dipergunakan untuk kepentingan 

umum maupun untuk kepentingan swasta.
44

 Menurut pasal 1 angka 1 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 yang selanjutnya 

disebut PMDN , ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan: 

“Pembebasan tanah itu ialah melepaskan hubungan hukum 

yang semula terdapat diantara pemegang hak/ penguasa atas 

tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi.” 

  

Menurut Abdurrahman
45

,bila melihat masalah ini dari satu sudut, 

yaitu dari pihak penguasa maka pengambilan tanah seseorang adalah 

pembebasan (hak) tanah, dimana pihak pemerintah membebaskan tanah 

yang bersangkutan dari hak dan kekuasaannya. Sedangkan dilihat dari 

sudut si pemegang hak atas tanah yaitu si pemegang hak atas tanahnya, 

                                                           
44

 Abdurrahman.1978,Masalah pencabutan hak-hak atas tanah dan pembebasan 

tanah di indonesia. Bandung ,Alumni,.hlm.25. 
45

 Ibid.hlm.26. 
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secara sukarela, melepaskan haknya, setelah ia mendapat ganti rugi yang 

layaknya atas tanah tersebut. 

2.5.2 Tata Cara Pembebasan Tanah Yang Belum Bebas 

 Dalam melakukan pembebasan tanah terdapat tata cara yang telah 

diatur oleh undang undang, tata cara tersebut dapat memudahkan 

terwujudnya kesukarelaan pemilik tanah dengan pedoman asas 

musyawarah. Tata cara pembebasan tanah telah diatur dalam  PMDN 

Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara 

pembebasan tanah. Tanah-tanah yang dapat dibebaskan dengan 

mendapatkan ganti rugi telah diatur dalam pasal 1 ayat 5 PMDN nomor 15 

tahun 1975 dapat berupa: 

1. Tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak 

berdasarkan UU nomor 5 tahun 1960;. 

2. Tanah-tanah masyarakat hukum adat;. 

Pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan asas yang sudah 

disebutkan dalam pasal 2 Undang Undang nomor 2 tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu: 

a) kemanusiaan; 

b) keadilan; 

c) kemanfaatan; 

d) kepastian; 

e) keterbukaan; 

f) kesepakatan; 

g) keikutsertaan; 

h) kesejahteraan; 

i) keberlanjutan;dan 

j) keselarasan. 
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BAB 4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap pemutusan perjanjian 

pekerjaan konstruksi secara sepihak akibat tanah masih dalam penguasaan 

pihak ketiga yaitu perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap 

pemutusan perjanjian pekerjaan konstruksi secara sepihak akibat tanah 

masih dalam penguasaan pihak ketiga terdapat dua bentuk : 

a. Perlindungan hukum secara preventif terhadap kontraktor berupa 

pemberian ganti rugi terhadap tugas atau pekerjaan yang telah 

diselesaikan setelah pemutusan secara sepihak oleh pengguna jasa 

didasari oleh pasal 56 ayat 3 Undang Undang Jasa Kostruksi, 

pemutusan kontrak secara sepihak berdasarkan pasal 1611 

KUHperdata, alasan alasan pemutusan kontrak secara sepihak 

oleh pengguna jasa berdasarkan pasal 93 ayat 1 perpres nomor 4 

tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa. Namun aturan 

perpres nomor 4 tahun 2015 sudah tidak berlaku lagi sejak 

disahkannya perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan 

barang dan jasa sebagai pengganti perpres nomor 4 tahun 2015, 

mengenai alasan alasan pemutusan secara sepihak dalam perpres 

pengadaan barang dan jasa yang baru tidak disebutkan. 

Penyebutan alasan pemutusan kontrak secara sepihak dilampirkan 

dalam lampiran peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018 

tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa oleh penyedia    

b. Perlindungan hukum secara represif terhadap kontraktor yaitu 

kontrak pekerjaan konstruksi harus terdapat klausul tentang upaya 

penyelesaian sengketa jika pemutusan kontrak secara sepihak oleh 

pengguna jasa mengalami sengketa didasari oleh pasal 47 huruf H 

UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. 

2. Akibat hukum dari perjanjian pekerjaan konstruksi yang tanahnya masih 

dalam penguasaan pihak ketiga yaitu Keberlakuan hukum dari perjanjian 

pekerjaan konstruksi yang tanahnya masih dalam penguasaan pihak ketiga 
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menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu berdasarkan pasal 1320 

KUHPerdata terdapat empat syarat perjanjian sah adalah sepakat, dewasa, 

alasan yang halal, dan obyek. Ketidakadanya syarat-syarat tersebut pada 

suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat 

dibatalkan. Objek perjanjian dalam kontrak tersebut tidak ada karena tanah 

untuk berdirinya bangunan masih dalam kepemilikan pihak ketiga, maka 

kontrak tersebut dapat dibatalkan, maka akibat hukum dari perjanjian 

pekerjaan konstruksi yang tanahnya masih dalam penguasaan pihak ketiga 

dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak 

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh kontraktor 

terhadap pemutusan perjanjian pekerjaan konstruksi secara sepihak akibat 

tanah masih dalam penguasaan pihak ketiga terdapat dua bentuk upaya 

penyelesaian sengketa yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan iktikad 

baik kedua belah pihak (non litigasi) dan upaya penyelesaian sengketa 

dengan putusan yang inkracht  

Pertama, Penyelesaian sengketa dengan iktikad baik kedua belah pihak 

yaitu upaya penyelesaian sengketa non litigasi dengan menggunakan 

metode arbitrase, mediasi dan konsiliasi berdasarkan pasal 88 ayat 1 dan 3 

UU no 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengaturan tentang 

arbitrase diatur dalam UU no.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan 

alternatif. 

Kedua, penyelesaian sengketa dengan putusan yang inkracht yaitu Upaya 

penyelesaian sengketa secara litigasi adalah cara terakhir dalam 

menyelesaikan sengketa jasa konstruksi. Hasil dari upaya penyelesaian 

sengketa tersebut adalah putusan hakim yang bersifat inkracht atau 

absolut, dengan artian tidak dapat diganggu gugat oleh kedua belah pihak 

yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa litigasi berlaku win-lose 

solution yang berarti ada yang menang dan ada yang kalah. 
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4.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab 

pembahasan, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut: 

1. Untuk Penyedia jasa 

 Hendaknya penyedia jasa melakukan penelitian atau pengecekkan terlebih 

dahulu terhadap tempat yang akan dilakukannya pengerjaan bangunan agar tidak 

terjadinya kegagalan untuk membangun atau melakukan prestasi pada perjanjian 

pekerjaan konstruksi tersebut. 

2. Untuk Pengguna jasa 

 Hendaknya pengguna jasa melakukan pelunasan atau pembebasan lahan 

atau tanah yang akan dibangun bangunan sebelum dilakukannya pengadaan 

barang dan jasa agar tidak menggangu pekerjaan penyedia jasa selaku pihak yang 

melakukan pengerjaan konstruksi sehingga penyedia jasa dapat melakukan 

pekerjaan konstruksi dengan benar. 

3. Untuk Lembaga jasa konstruksi 

 Hendaknya memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa 

pembangunan itu penting untuk kemajuan negara indonesia dalam forum jasa 

konstruksi agar mau menerima pembebasan tanah atau lahan yang dilakukan 

pemerintah. 

4. Untuk Pemerintah 

Hendaknya merevisi perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan 

barang atau  jasa, dalam hal ini pasal pasal dalam perpres yang lama masih 

dianggap baik atau efektif untuk diberlakukan lagi. Pada pasal 93 perpres yang 

lama tentang alasan pemutusan kontrak oleh pengguna jasa, dalam hal ini tidak 

diatur dalam perpres yang baru justru diatur dalam lampiran peraturan LKPP 

nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa 

oleh penyedia yang notabene dalam hirarki perundang undang berada dibawah 

perpres. 
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Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa 

Melalui Penyedia 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak 
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KEfr/iENTEFUAH PEKERJAAI\I Ul/lIJM E)AI{ PEFTL'MAHANI FANftFIT
tr)tFpFKToilit \lr JENDEFIAL st.rtvlElEFt I)AYA AlFr
BALjU BE-SAR vrylL[YA]r SUHcIAI BRAITf,As
sr*w pELqICAllAAIl JAn|llCAll stflEiR fiR aR/rl{fAS
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rrc02.0#006lPr(sDA/rV/20 I 5
27 APRIL 2OT5

SURAT PERJA]YJIAN
Harga Satuan

NOMOR
TANG'GAL

PAKET PEKER.'AAI\I KONSTRUKSI :

PELESTARIAN ST'MBER AIR
ST]MBER I(AYAH MBAH TOMO

KABT}PATEN MALAhIG
TA.2015

t
PELAKSAI\TA :

CV. DEWI SINTA
Jl. L€tjend. Suprapto 251RT. 04 RW.02

\j

Telp (0358) 324Y24
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KEMENTEFUAN PEKEFUAAN UML,M DAhI PEFTUMAHAhI FiAT<VTI.
DIT1EKTORAT JENI E)EI='A!- €}UIVlE]E]it DAYA AIFT
EtAL/Al BESAIT WlL/A)rA}l SUNciAt BRANTAS
SNI/T PELAT(SAIVA/A}I JARINGI\N SUUBER AlR BRAITf,AS
Jl. -E(/U{T.J| ,rlo. 6 FO. BO)<. 151 as p. 10S64} GAa614 - GAA741 FA)(. ((E6a) CAOO14- XEE TFU

SURAT PER'ANJIAN
Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstrul<si :

PELESTARI,AN SUMBER AIR SUMBER IC\YAH MBAH TOMO
KABUPATEN MALANG

Nomor : IK.02.0aI006/PKSDA/IV/2015
Tanggal : 27 APRIL 2015

SUMT PER ANIIAN ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi harga satuan,
yang selanjrtnya disebut ' Kontrak " dibuat dan ditandatangani di Kantor Balai Besar Wilayah
Sungai Brantas pada hari Senen tanggal Dua Puluh Ttrjuh bulan April tahun Dua Rihu Llnsa
Belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor z 1L.}}|LP|POKIA SNW-PJSA/PKSDA-
06lll!2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor :

'KU.03.01.K.PKSDA/11120L5 tanggal 07 April 2015, antara :

yang bertindak untuk dan atas nama SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Brqntas, Balai Besar
Wilayah Sungai Brantas selanjutnya disebut ' PPK ", dengan :

Nama
NIP
Jabatan
Berkedudukan di

Nama
Jabatan
Berkedudukan di

Akte Notaris
Nomor
Tanggal
Notaris

SUHARTONO, ST.
19590227 199203 1 001
PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air
Jl. Sekartaji, No. 5, Po. Box. 151 - Kedlri

ERNA NURAINI
Direktris CV. DEWI SINTA
Jl. Letjend. Suprapto 251 RT. 04 RW. 02-

Nganjuk
Telp. (0358) 32,+924

180
26 Juni 2012
SI.AMET, SH.

CV. DEWI SINTA selanjutnya disebut " Penydia ",

I
)

yang beftindak untuk dan atas nama

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jarsa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 -lentang Penyelenggaraan Jasa KonsFuksi

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemei-intah No. 59 Tahun 2010;
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tenfirnr; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. t)4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1.4|PRTl4l2013 Tentang Perubahan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor ATlPRTlMlZ.CrL1 tenl:ang Standar dan Pedoman Pengadaan
Barang dan Jasa Konstruki.

4,

5.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah seSuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi -pihak 
dalam konbak lnl melalul suatu surat

penunjukan penyedia earang/:asa-iSppgJ) unttrk melaksanakan Pekerjaan Pelesbrian

sumber Air sumber r(ayah uGn romo sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat

umum Kontrak yang merupurun *io kesatuan 
-daram 

Kontrak ini seraniutnya disebut '
Pekeriaan Konstruksi' ;

(c)Penyediamenyapkankepada.PPKmemilikikeahlianprofesional,personil,dansumberdaya
teknis, serta telah menyeujui ui.t r[ mehksanakan Pekerjaan Konstruksi s€suai dengan

p"t"Vitt"n dan ketenh.ran dalam Kontrak ini;

(d)PPKdanPenyediamellyal?.l(anmemilikikewenanganuntukmenandatanganiKontrakinl,dan
.'mengikat Pihak Yang diwakili;

(e)PPKdanPenyediamengakuidanmenyatakanbahwasehubungandenganpenandatanganan
Kontrak ini masing-masing Pihak :

1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokau

il Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) Telah ,;G; dan memalmmi secara penuh k:tentuan Kontrak ini;

4) Telah mendapatkan kesempatan yang- menradai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ietentuan dalarn kontrak ini beserta semua falca dan kondisi

Yang terkaiL

MAKA OLEH KARENA rru, ppK dan penyedia dengan ini bersepakat dan menyeh,rjui hal-hal sebagal

berikut t 
Pusall 1

ISTI1AH DAN UITGK'\PAN

peristitahan dan ungkapan dalam surat Perjanjian ini rnemiliki arti dan makna yang sama seperti

yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjiatt ini;

Pasal 2l

RUANG I.INGKUP IPEIGR]AAN

RuanE lingkup utama pekerjaan terdiri atas :

1. Pekerlaan PersiaPan;

2. Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi;

3. Pekerjaan Dewatering;
4. Pekerjaan Tanah;
5. Pekerjaan Pasangan;

6. Pekerjaan Beton;
7. Pekerjaan Pasang Paving;

8. Pekerjaan Pintu Air;

9. Pekerjaan Pengh'tjauan;

10. PekerjaanLain-tain.
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Pasal 3
NILAI KONTRAK P'EIITBAYARAN

(1). Nilai Konhak termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkg total tt*fgg
penawaran terkoreksi sebagaimana tercanturn dalarn Daftar Kuantitas dan Harga adalah
sebesar Rp. 1.471,983.OOO,O0 (sahr milyard ermpat ratus Uljuh puluh sahr iuta
sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)'

(Z). Pembayaran untuk kontrak ini dilakdkan ke rekening Nomor : 0191014146 PT. BANK

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR I(ANTOR CI\EANG NGANJUK atas nama penyedla :

CV. DEVVI SINTA.
Pasal 4

DOKUMEN KONTRN'K

(1). Dokumen - dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kontrak ini;

Adendum Surat Perjanjian;
Pokok perjanjian;
Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
Syarat - syarat khusus Kontrak;
Syarat - syarat umum Kontrak;
Spesifikasi khusus;
Spesifikasi umum;
Gambar - gambar; dan
Dokumen lainnya seperti : Jaminan - Jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

(2). Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketenfuan dalam dokumen
yang lain malo yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan
urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5
HAK DAN KEWAIIBATTI PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi
khususnya :

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2) Meminta laporan - laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh Penyedia;
3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah

ditetapkan kepada Penyedia.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukarr dalam Kontrak;

2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sararra dan prasarana dari PPK untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
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4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri fn(DN secara periodaf<
kepada PPK;

5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

6) Melalaanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung
jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralabn, angkutan ke ae-u dari
lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun semenbra yang diperlukan unfuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekdaan yang dirinci dalam Kontrak;

7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemerit<saan pelaksanaan
yang dilakukan PPK;

8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;

9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem
Managemen Keselamatan dan Keehabn Kerja untuk melindungi lingkungan tempat
kerja, sefta membahsi perusakan dan gangguan kepada masyamkat maupun miliknya
akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6
}IASA KOilTRAK

(1) Masa kontak adalah jangka waktu berlakunya Kontak ini terhihrng sejak tanggal
penandatanganan konEak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;(2) Masa pelaksanaan konfrak ini mulai berlaku efeKif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
dalam Syarat-syarat Khusus Kontak dan penyelesaian keseluruhan pe-lie6aan selama'18O
(seratus deilapan puluh) hari kalender;

(3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam qyarat-syarat khusus konkak, dihitung sejak tanggal
penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir peferjaan paling
singkat selama 18O (seratus detapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada
tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketenfuan-peraturan perund'ang-
undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dual rangkap, masing-masing dibubuhi
dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama Oan mengitcii Uagi pir,a pihak, rangkap
yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama :

cl'. DEWT SINTA

Unfuk dan atas nama :

SNW. Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Brantas
Kegiatan Pr Konservasi Sumber Daya Air

Komitnen

7 L99203 1 001

Mengetahui / Menyetujui :

SNW. PJSA. Brantas

967L230 199703 2 006
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EATL.J]L

syARAT*syArFtar.T 
K[ru su s

KOl\TRAtl(ssKK)
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BAB - II

SYARAT€YARAT K}iUSUS KONTRAK (SSKK)

l. Korcspondensl Alamat Para Pihak sebagai berikut :

SiIVT Pelaksanaan Jaringan Strmber Air :

Nama PPK
Alamat
Webite
E-mail
Faksimili

Penyedia:
Nama
Alamat

E-mail
Faksimili

: PPK Prasarana KonservasiSumber Daya Air
: Jl. Sekartaji No. 5 - Kediri
: www.pu.go.id
: pksdabrantas@yahoo.co.id
: (0354)683614

CV. Dewi Sinta
Jl. Letjen. Suprapto 251 RT/RW.o4,l0z
Kel. Jatirejo Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk
Telp. (0358) 324924
dewis inta_ng anj uk@ya hoo. com
(0358) 324924

c

D.

Wakll Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Pihak

Jenls Kontrak

Tanggal
Berlaku
Kontrak

ilasa
Pemellharaan

Umur
Konstruksi

Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan/
Pemellharaan

Pembayaran
Taglhan

Pencalran
Jamlnan

Untuk PPK : Suhartono, ST.

Untuk Penyedia : Ema Nu/aini

Merupakan Kontrak Harga Satuan.

Kontrak mulai berlaku seiak tanggal penandat'anganan perjanjian
kontrak sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan (FHO).

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 harikalender.

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi :

5 (lima) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara
penyerahan akhir.

Gambar 'As builf dan/atau pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaarr harus diserahkan selambat-lambatnya: 30
(tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita
Acara penyerahan awal.

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK
untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari keria
terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen ponunjang yang
tidak diperselisihkan ditorima olerh PPK.

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.

SYAMI-sYARAT xHust,s KoI{TMI(
BALA, BESAR wt-AyAH suNGAt BRANTAS
TAHUN AI{GG R.At{ 2ots

II-1.
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Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan

adalah' 
'nilintidilaPangan- Perqantian Pers(.

- Perluahan desatn

: ;H;;han waktu Peraksa'naan

- Perubahan biaY.a

: hil;;i Mutu Kontrak

Tindakan lain oleh Penyedia yang memedukan persetuiuan Pengawas

: "-F:ffi;XX' ?X;,oou pera kr; a n a a

. ;i,"-=*{1ruru::',:i'
- Kualitas bahan d?o muutt'oqsr 5 - 

_r:-^^ rrr.rkrrrfl€o dan piranti

[?:'f 1ii[.trfiig}:f,i:',-['J$*.J::.iiffii$**;"'
pembatasan seba(

PPK akan memberikan 1'silit:as berupa:

Data teknis o"n 
"""iiii"rp""io""tahuan 

(bila ada)'

Kompensasitidak 
diberlakukan' 

lpA SN',,

H*[:r;#11?.flriit-fi il,-ffi'Hlil 
jTti:J3.ifil,?anggaran

ioil'O"n'n Tunssal)'

Uangmukadiberikansebesar30%(tigapuluhpersen)dariNilai
Kontrak.

PersonilK3 yang dipersyaratkan: Petugas K3'

persetuiuan PPK

Tindakan
Penvedla Yarl9

'HensYaratkan

Persett{uan
PPK
atau Pengawas
Pekertaan

KePemllikan
Dokumen

Farllltas

Perletiwa
KomPensast
Sumber
PembiaYaan

it.

N.

PembaYaran
Uang iiuka

Keselamatan
dan Kesehatan
Kerla
PembaYaran
Prestasi
Pekeriaan

R. Denda

Pembavara"pJ:::1'JJ,i::tultEffi$i"lt"?l""oilffi[:T']t"
PembaYaran berdar

ketentuan sesuat o'[f]? otfl vans oiJp"ioil"p"ng"n hasil opname

bersama' ' - ^^^ rli.varatkan untuk mengaiukan tagihan

ffiff;;. p"..1l1?pli:fl,lflilr$il p,u,i,.in'ix 
.

pembaYaran Presta

Untukp"k?,i?11^i,i.o,ii3[oof;ry;;::"Jlif, iX':X#lT-::llil]:[
keterlambatan adatan- i :;:-';';;riakan-
5;'h?tg' kontrak yang belum dikeqaxart'

Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenal

:-.,$ffi ^::m#:'-";rY;;:1#"."!,F!,i:#rti:i':?L:?:?mensubkontra

?#W!'ff*.*'i.tiilt.dffi :**;*
b. ffiffiilukan usaha tvlikro' u"' 

;T

Usaha ltlikro'
Usaha Kecil

ixi.rad Kecir

I

ffiBR^NrAg
iffi'Je*earnrtt zots
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t. Penyelesaian
Perselisihan

tidak mensubkontrakkan pekeriaan adalah... fdiisi di

denda senilai pekeriaan yang akan disubkantralckan yang

dicantumkan dalam Cokumen penawaran afau sesuai ketentuan

peraturan Yang bedakul
c. 'penyedia 

6ul<in Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang

meniubkontrakkan pekeriaan utama adalah senilai peke$aan yang

utama yang disubkontriX*an {diisi di de1d9 .seni,lai 
pekeriaan

i{r,*, yanlg OisuOkontrakkan afau sesuai ketentuan peraturan

yang bedakul

[ApabilaBAN|yangdipilihsebagaiLembagaPemutusSe.ngketa]
ii[" p"o.lisihan Faia Pihak inengenai pelaksanaan. Kontrak tidak

O.p.f diselesaikan secara damai maka Para Pihak monetapkan

temuaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai

F"rnrirr 
'S"ngt"t" adaiah Bi:dan Arbitrase Nasional lndonesia

(BANI).SemuasengketayangtimbuldadKontrakini,akan
Oiseteiaifan dan diiutus oLn 

-gaOan 
Arbitrase Nasional lndonesia

(BANt) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan'

i"r"t,.ir"n prosedur arbitrase tlANl, yang keputusannya mengikat

leOua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat

fe*ama dan ierakhii. para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator

adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang

arbitrator dln'kedui arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan

memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan

arbitrator.

-.- oOo --

u-3
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A.

,.

Ketentuan Umum

Definisi

BAB - III

SYARAT€YARAT UTIUM KONTRAK (SSUK)

lstilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak

setanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran

seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

1.1. Pekeriaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yal€
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan

atau pembuatan wujud fisik lainnya.

1.2. Kontrak Harga Satuan aCalah kontrak. pengadaan

barang{asa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam

batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti

dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tedentu, yang volume pekeriaannya

masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan
pembayaranny;a didrrsarkan pada hasil pengukuratt

bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah
dilaksanakan oleh penyedia barang{asa.

1.3. Pengguna Anggaran yar'g selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemqlang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/LembaE;a/Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau Pejabat yang cjlisamakarr pada lnstitusi Pengguna
APBNIAPBD.

1.4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA urrtuk
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah
untuk menggurrallan APBD.

't.5. PeJabat Pembu;rt K,omitnen yang selanjutnya disebut
PPK adalah pr:jabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

1.6. Panitia/Peiabat Pttnerima Hasi! Pekeriaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oloh KPA yang bertugas
rnemeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.7- Aparat Pongawas lintern Pemerintah atau pengawas
intem pada lnstitusi tain yang selaniutnya disebut APIP
adalah aparat yang n:elakukan pengawasan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemttn:tauan dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.8. Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/
melaksanakan Pekerjaran Konstruksi.

1.9. Subponyedia adalah penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab
kontrak, untuk me;laksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).

sYmrr-svamr uMut-t KoHTR K
a&.ct 6EsARwLAYAH suNG r BRANTAS
rruun ercemen zors
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1.10. KemltraanlKSo adalah keria sama usaha antar penyedia

baik penyedL nasional mauPun p'snyedia asing' yang

masing+nasing pihak'"'pun'"i'hak' kewajiban dan

tanggung i"'n't"o fang ielas berdaiart<an pedanjian tertulis'

1.11. Surat Jamlnan yang selanisl" disebut Jamlnan' adalalt

iaminant;;il'r;"iue.5ira!'m'oandicalrkandantldak
bersyarat'(unconfit'6nat)'V'ng-difuluarkanolehBank
u mu rnlpe rJU#; 

" -p;ripri"""rv - 
ierusahaan Asuransi

yang aiseranfan oleh p"ny"gi' kepa'da PPK/Pokia ULP

i,ntJr r"nil*in i"tp" nuhiny-" kewai I ba n penyed ra'

1.12. Kontrak Pengadaan. .ea-r110/Jasa Y'lg -::l'niutnya
disebutKontrikadalahputir-'nlirntertuliJantaraPPK
dengan penvedia vang meni'('g sy?r?lsllrat Umum

Kontrak tSSUfl ini Oan .SVI[i-Sv"rat 
Kh"'s Kontrak

(SSKK) 
"J'i'-Jl'r'men 

lain 
-'"il-meruparan basian dari

kontrak'

1.13. Nitai Kontrak erdalah total harga pelaksanaan pekedaan

Yang tercantum dalanr Kontrak'

1.14. Harl adaiah harikalertder'

1.15. Direksi lapangan "1?!3h 
tim pent'lukung yang

dibentuudi;6k".;;brlPqll:;o:'"9?:"1 jl"J,itr.:$3:
Pejabat lain dan diberitahr
penyedia'j"lrriTi iiri- i-tr.tu) orang atau lebih, yang

ditentukan dalam s'yarat-sffi khuius kontrak untuk

*"ng"toi, lJi'tinitii"i riontrax dan mengendalikan

Pelaksanaan pel<eriaitn'

1.16. Direksi telknis adalah tim pendukung yang

dituniuUditetapkan oleh ,PPK- 
yand bertugas untuk

mengawasi ptilaksan'aan pekeriaan'

1.17 . Daftar kuantiitas dan harga adalah daftar kuantitas yang

terarr oiisllr",gu ,riu"n dan jumrah biaya keseruruhannya

yang merupalLan bagian dari penawaran'

1.18. Harga Perkiraan 'sendiri (HPSI adalah perhitungan

perxiraai;il; p'xeriaan v'ng' disusun- oleh PPK'

dikalkulasikarx secara keahliah berdasarkan data yang

dapat dipertanggulgj3w3UXan ierta digunakan oleh Pokja

ULP untuk nrenitai f"*"i"i"n peirawaran tennasuk

rinciannYa'

'1.'t9. Pekeriaan uhnta arlalah ienis pekerjaan yang secara

langsung metruirjang terwujrlOnya dan berflngsinya suatu

konstru(si se:;uai pu"tuXinny" yang ditetapkan

seUagaimana tercatrtum dalam LDP'

1.2A. Mata Pemba\faran l'ttama adalah Mata pembayaran yang

pokok dan penting.)fang nitai^OoOot kumulatifnya minimal

80% (delaparn puitth pe.r .seiatusl 
dari seluruh nilai

pekerjaan, dilriturig niulai dari n''''iu p"*Utya'ran'yang nilai

bobotnya t"tb";;; yang ditetapkan blen Pokja ULP dalam

TAHUT{ XICGAR ll 2015

Dokumen Penga<1aatt'

u-2
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1.21. Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis
pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

1.22. f{etoda pelaksanaan pekeriaan adalah metode I ccra
kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk
menyelesaikan seluruh pekedaan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan dengarr tahap pelaksanaan yang sistimatis dari
awal sampai akhir dan dapat dipertanggung jawabken
seclra teknir; berdasarkan sumber daya yang dimiliki
penawar;

1.23. Personll lnti adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang
akan ditempa{ikan se{:ara penuh sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan selxrgaimana tercantum dalam penawaran
serta posisiny,a dalarn manajemen pelaksanaan pekeriaan
sesuaidengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk
melaksanakart prekrlrj aan.

1.24. Baglan Polkerjaan' yang Disubkonkakan adalah
pekerjaan spesialis atau bagian pekerjaan bukan pekerjaan
utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
penawaran, !€;og pelaksanaannya diserahkan kepada
penyedia lain dern disetujuiterlebih dahulu oleh PPK.

1.25. SPMK adalalr {iurat Perintah Mulai Kerja yang diterlcitkan
oleh PPK kepada penyedia barang{asa untuk memulai
melaksanakan pekerjaan.

1.26. llasa Kontrak adalerh jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sej:rk tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan masa perneliharaan berakhir

1.27. illasa Pelaksan:ran fiangka waktu pelaksanaan) adalah
jangka waktu untu rnelaksanakan pekerjaan dihitung
berdasrkan SPMK s;ampai dengan serah terima pertama
pkerjaan.

1.28. Jadwal Pelaksanaa,n Pekeriaan adalah kerangka waktu
yang sudah terinci berdasarkan masa pelaksanaan, setelah
dilaksanakar perrlr3riksaan lapangan bersama dan
disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

1.29. Tanggal lfiulai Keria adalah tanggal yang dinyatakan pada
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh
PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

1.30. Tanggal Penyelesaian Pokeriaan adalah tanggd
penyerahan pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand
Over/PHO), dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan
portama pekerjaan yang diterbitkan oleh PejabaUPanitia
Penerima Hasil Pekerjaan.

1.31. illasa Pomoliharaan adalah kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung
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sejak tanggal penyorahan pertama pekerjaan sampal
dengan tangga! penyerahan akhir pekerjaan.

'1.32. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan
yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan
sebagaimana disepakati datam kontrak baik sebagian
maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna
atau penyedia dalam periode petaksanaan kontrak.

1.33. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang
setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada ppK dan
terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh panitia/pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik
secara keseluruhan maupun sebagian darVatau tidak
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak,
dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan
kerja, dan/atau keselamatan urnum sebagai akibat
kesalahan Penyedia atau pengguna Jasa.

9suK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumerr Kontrak yang rebih tinggi berdasarkan
urutan hirarki dalam Surat pedanjian.

Penerapan

Bahasa dan 3.1.
Hukum

4. Larangan 4.1.
Korupsl, Kolusi
dan Nepotisme
(KKN),
Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan

Bahasa kontrak harus dalam Bahasa lndonesia kecuali
9"1."* rangka pinjarnan/hibah luar negeri menggunakan
Bahasa lndonesia dan bahasa nasional 

- 
pemberi

pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa lnggris.

f-ltlkum yang digunakan adatah hukum yang berlaku di
lndonesia.

Apabila sumber dana berasal dari pinjaman/hibah luar
negeri, menggurrakan hukum yang berliku di lndonesia

"!".u hukum yang berlaku di negara pemberi
pinjaman/hibah (torgantung kesepakatan antara
Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah), pilihan
hukum. yang digunakan agar dicantumkan dalam'syaraf
syarat Khusus Kontrak yang selanjutnya disebut SSKK.

Berdasarkan etika pengadaan barang{asa pemerintah,
dilarang untuk :

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadialr atau imbalan berupa
apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patlrt

. dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;b. mendoronl; t,erjadfinya persaingan tiJak sehat;c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/ataru keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua ang6lota i(emitraan/KSO apabiia berbentuk
Kemitraan/KsO) darn Sub penyedianya (ika ada) tidak
pemah dan tidak. axan melakukan tindakan yang dilarang di
atas.

3.2.

3.3.

4.2.

9YAIUAT-SYARAT UNtf,r xornnax
BALAI BESAR WLAYAH SUNGAI BRANTAS
TAHUI{ ATTGGARAT{ 2015
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4.4.

4.5.

Asal tateriaU
Bahan

5.2.

Korespondensi 6.1.

WakilSah Para
Pihak

Pembukuan

9. Perpajakan

10. Pengallhan

Penyedia yang menurut ponilatan PPK terbuktl mslakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif oleh PPK sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b- Jafninan Pelal<sanaan dicairkan dan disetorkan

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
c. Sisa uang muka harus dilunasioleh Penyedia; dan/atau
d. Sangsi pengenaarr daftar hitam.

(catatan: Sangsi pengenaan dafiar hitam, diterbitkan oleh
KPA atas usulan PPK.
KPA mengiimkan Cokumen penetapan sanksi.daftar hitam:
1) Penyedia yang dikenakan Daftar Hitam; dan
2) Kapala LKPP)

Pengerraan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK
kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan
lnstitusi.

PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyedia harus menyampaikan asal materiaUbahan yang
terdiri dari rincian kcmponen dalam negeri dan komponen
impor.

Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan
diperoleh, antara lain tempat materiaUbahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail
dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang
tercantum dalam SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuarr
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat s.ecara tertulis dalam
Bahasa lndonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika
telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para
Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat
tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang
tercantum dalam SSKK.

4.3.

5.1.

6.2.

7. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau
Penyedia hanya dapat dilakukan atau diouat oleh pejabat yang
disebutkan dalam SSKK.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang
akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan
ini berdasarkan standar aruntansi yang berlaku.

Penyedia, Subpenyedia (ika zda), dan Personil yang bersangkutan
berkewajiban untuk mernbay;:r semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang dibebanl<an oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak irri. Semua perrgeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalarn Nilai Kontrak.

10.1. Penyedia dilzrrang untuk mengalihkan sebagian atau
5 YA&qT-SYAIU{T UMUM KOI.{TRAK
BALAI 8E8AR WIT.AYAH SUNGAI BRAT{TAS
TAHust Ar{GGARI!| 2015
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danlatau
Subkontrak

Pengabaian

Penyedla
ilandirl

Pengawasan
Pelaksanaan
Peke{aan

Persetujuan
Atau
Pernyataan
Tidak
Berkeberatan
Dari Pengawas
Pekerlaan

eeluruh Kontrak ini. Pengalihan 8eluruh Kontrak hanya
diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedla, balk
sebagaiakibat peteburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2. Penyedia dilarang uniuk mensubkontrakkan
sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.

10.3. Subkontrak sebagian pekedaan utama hanya
diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah
persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung
jawab atas bagian pekerjaen yang
disubkontrakkan.

1A.4. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan
dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
SSKK.

Jika teqadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrai< oteh Pihak yang lain maka pengabaian
tersobut tidak menjadi pengabaian yang terus-monorus selama
Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat
mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani
oleh WakilSah Pihak yang melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap personil dan subpenyedianya (ika ada) serta pekerjaan
yang dilakukan oleh n:ereka.

14.1. Selama berlangsungrrya peiaksanaan pekerjaan, PPK jika
dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan
(Direksi Pekerrjaan/Direksi Teknis) yang berasal dari
personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.

14.2. Dalam melaksanakan kowajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum
dalam SSKK, Penl;awas Fekerjaan dapat bertindak
sebagai Wakil Szrh F'F'K.

15.1. Semua gamberr yar,g digunakan melaksanakan pekerjaan
sesuai kontr;rk, untuk pekerjaan permanon maupun
pekerjaan semerrtara harus mendapatkan persetujuan dari
Pengawas Pelierjaan.

15.2.. Jika dalam pelaksanrlan pekerjaan ini diperlukan terlebih
dahulu ada p,el:erjilern sementara yang tidak tercanturn
dalam daftar kuantitas dan harga di dalarn kontrak maka
S,enyedia berkewajitra n untuk menyerahkan spesifikasi dan

Keml0aanl KSO Kemitraan/KSO membed kua:sa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Ferjanjian untuk bertindak atas nama
Kemitraan/KSO dalam pelaksianaan hak dan kewajiban terhadap
PPK berdasarkan Kontrak ini.

SYARAT:svA&{T uMUM KoNTRAK
BALAT BESAR wLAyAH suNGAl BRANTI\s
TAHUi{ AilccAR N 2out

IU-6

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Perlntah

Penemuan'
p'enemuan

Akses ke Lokasi
Keria

gambar usulan pel<erlaan, .sementara 
tersebut untuk

iiendapatkan pemvatarn ticrk berkeberatan (no objection)

untuk dilaksanakan carl Pengawas Pekeriaan- Pemyataan

tidakberkeberatanatasrencanapekerjaansementaraini
tidak melepait 

"n 
p"ny"dia dari tanggung jawabnya sesuai

kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua^perintah

ir""il"*"t pekerjajn yang sesuai dengan kewenangan Pengawas

Pekeriaan dalam Kontrak ini-

Penyedia wajib memberitahukan kepada -PPK 
dan f"pl-d:-l'l*

yan! Oer*enang semua penemuan benda/barang yang mempunyal

i't1ii s";arah atiu penemuan kekayaan di lokasi pekedaan yang

m"nrn t peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara'

ls..t.Penyediaberkewajibanultukmenjamin.aksesPPK,Wakil
Sah PPK, 

-F"ngi*"s 
Pekeriaan dan/atau. pihak yang

mendapat iiin Oaii- ppK ke lo(asi keria dan lokasi lainnya

Oi*"n" pekerlaan ini sedang atau akan dilaksanakan'

lE.2.Penyediaharusdianggaptelahmenerimakelayakandan
ketersediaan jalur afiel menuju lapangan' Penyedia harus

berupaya 
-rlning. 

setiap i"l'l 3t?u jembatan dari

kerusakan akibai penggunaan/lalu lintas penyedia atau

akibat personil penyedii.-Kecuali ditentukan lain maka:

a.Penyediaharuibertanggungjawabataspemeliharaan
yang mungkin diperlukan akibat Pengunaan jalur akses'

b. eenyeoia 
-hrrr" 

menyediakan rambu atau petunjuk

sepinjang jalur akses, dan mendapatkan perizinal

yung ,uigi<in oisyaratkan oleh otoritas terkait untuk

penggunain jalur, rambu, dan petunjuk

c. Biayi kareni ketidak layakan atau tidak tersedianya

iarui aiies untuk digunakan oleh penyedia' harus

ditanggung PenYedia.
d. ppKiiiakGrtanggung jawab atae klaim yang mungkln

timbul akibat penggunaan jalur akses'

18.3. PPK tidak bertanggung jawab aks klaim yang mungkin

timbul selain penggullaan jalur akses tersebut'

Pelakganaan, Penyelesalan, Adendum dan Pemutusan Kontrak

tasa
Pelaksanaan
(Jadwal Waktu
Pelaksanaan
Pekeriaan)

19.1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan

SuratPerjanjiernolehParaPihakataupadatanggalyang
ditetaPkan dalerm SSKK'

p""#rdrfiannya y;rng dapat dibuHikan demikian' dan

1g.2. waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang

ditentukandalarnsyarat.syaratkhususkontrakdihitung
sejak tanggal rnulai keria vang tercantum dalam SPMK'

19.3. eenyeOiJ nanls m€)nielesaikan pekerjaan 
^se.suai 

dengan

*a.. pelaksanazrn yang ditentukan dalam SSKK'

19.4. Apabila penyeclia Uerplndapat tidak dapat menyelesaikan

peXe4aan sesr.rai mas;a pelaksanaan karena keadaan diluar

BAI-AI BESAR WILAYAH SIJNGAI BRAI{TAS
Tllfitx lNtrt?lnar ?ol5

-SYARAT UI4UM KONIRAK
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penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka
PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan
tugas penyedia dengan nrembuat adendum kontrak.

19.5 Jadwal pelaksanaan p,ekerjaan disepakati bersama dalam
rapat persiapan pelakr;anaan kontrak, jadwal pelaksanaan
pokerjaan tidak boleh nrelebihidari masa pelaksanaan.

B.l

24.

Pelakeanaan Pekeriaan

Penyerahan 20.1.
Lokasl Kerfa

24.2.

20.3.

21. Surat Perlntah
Mulal KerJa
(sPmK)

22. Program tutu

sYen lt'-sran qr uMUM KoNTMx
EALAI BESAR wtt-tyAH guNGA! BRANTAS

PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai
dengan kebutuiran p,enyedia yang tercantum dalam rencana
kerja yang tolah disepakai oleh para pihak untuk
melaksanakan pekerjilan tanpa ada hambatan kepada
penyedia sebelunr SPnfl K diterbitkan. Penyerahan dilakukan
setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan
bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan
dalam berita aci:lril penyerahan lokasi kerja.

Jika dalam penreriksaarn lapangan bersama ditemukan hal-
hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan ten:ebut Frarus dituangkan dalam adendum
Kontrak.

Jika PPK tidal< daprat menyerahkan lokasi kerja sesuai
kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana keda
(sesuai 20.1) untuk rnelaksanakan pekerjaan dan terbukti
merupakan suatu hanrbatan, maka kondisi ini ditetapkan
sebagai Peristiwa Kornpensasi.

21.'1. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak

21.2. Dalam SPMK dicanturnkan saat paling lambat dimulainya
pelaksanaan kontrak ofeh penyedia.

22.1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu
pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujul
oleh PPK.

22.2. Prograrn mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasikerjapenyedia;
c. jadwalpelaksanaan pekerjaan;
d. prosedurpelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

22.3. Program rnutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi
pekerjaan.

22.4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program rnutu
jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensas,.

22.5. Pemutakhiran prograrn mutu harus menunjukkan

rAHur AttcGAR r{ 2015
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22.6.

fr. Rencana 23.1.
Keselamatan
dan Kesehatan
Kerfa
Konstrukgl 23.2.
(RK3K)

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

24. Rapat 24.1.
Penrlapan
Pelaksanaan
Kontrak

25. Moblligasi

perkembangen kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya
terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan
terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu
harus mendapatkan persetujuan PPK.

Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah
kewajiban kontraktual penyedia.

Penyedia berkewajiban uirtuk menyerahkan RK3K pada
rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui cleh
PPK.

RK3K disusun paling sedikit berisi:
a. Kebijakan K3 Proyek;
b. OrganisasiK3;
c. Perencanaan K3;
d. Per,gendalian dan Program K3;
e. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3;
f. Tinjauan Ulang Kinerja K3.

RK3K dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RK3K jrka
terjadi addendum kontrak dan peristiwa konpensasi.

Pemutakhiran RK3K harus mendapatkan persetujuan PPK.

Persetujuan PPK terhadap RK3K tidak mengubah
kewajiban kontraktual F,enyedia.

Selambat-lambatnya 1' (tujuh) hari sejak diterbitkannya
SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama
dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur
pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak.

24.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalanr rapat
persiapan pelal<sanaan kontrak meliputi :

a. program mutu;
b. rencana K3 Kontrak;
c. organisasikerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaurn pekerjaan, yang diikuti uraian

tentang metode ki3rja yang rnemperhatikan Keselamatarr
dan Kesehatarr Kt;r.ia;

f. jadwal pengadaan baharVmaterial, mobilisasi peralatan
dan personifl;

g. penyusunan rencaina dan pelaksanaan pemeriksaan
lokasi pekerjaan.

25.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan
dalam waktu 30 {tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

25.2. Mobilisasidilakukan se,suai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

a. mendatangl,rarr grcralatan-peraiatan terkait yang
dioerlukan dalirm or,.laksanaan oekeriaan.

BALAI BESAR IYIT.AYAH SUNGAI BRAHTAS
rAHuil AtaGG R r{ 2o1s
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Pemeriksaan
Bercama

27. Penggunaan
Produksl
Dalam Negeri

b. mempersiapkan fersilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan seUa6ainya]
dan/atau

c. mendatangkan personil-personil-

25.3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan socsra
bertahap sosuai dengan kebutuhan.

26j- Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, ppK bersama-sama
dengan penyedia meriakukan pemeriksaan rokasi pekerjaan
dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan oltait
kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran (Mut.ual Check 0%).

26-2. lntuk pemeriksaan trersama ini, KpA dapat membentuk
Panitia/Pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak atas usul ppK.

26-3. Hasil pemeriksaan bercama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalarn p,ernreriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontr:rk, maka harus dituangkin datam
adendum Kontrak (B,erita Acara MutualCheck O%).

26.4. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil
dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan
Kontrak maka penyedia tetap dapat meranjutkan pe'r<erjaan
dongan syarat pers.nir dan/atau peraratan yang berum
memenuhi :yalgt harus segera diganti dalam jingka waktu
yang disepakati bersama.

27.1- Penggunaan produk daram negeri ditakukan sesuai besaran
komponen dalam negeri pad} setiap Barang/Jasa yang
{tunjukkan. dengan nirai ringkat Komponeir o-atam N6ge;l
(TKDN) pada saat penawaran.

27.2. Penyedia w.aiib membuat taporan penggunaan produksi
dalam negeri secara periodik.

27.3. Apabila di daram penggunaan produksi daram negeri
berbeda dengan yang ditunjukkan dengan nitai rxoru pioa
saat penawaran akan dikenakan san(si sesuai peraturan
Presiden Nomor il Tahun 2o1o yang terakhir diubah
dengan peraturan presiden No. 70-Tatun 2o1i beserta
petunjuk teknisnya, dan ditetapkan dalam SSKK.

l(ecuali Kontrak diputuskan lebih awat, penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan iaOaTenggal Mulai Kerja, dan meiaksanakan pekerjaan sesuai
denga.n program mutu, serta menyetesaikan pekerjaan
selambat-lambatnya 

- -p_ada Tanggal- penyelesaian i;";ditetapkan dalam SPMK.

B.2

28.

Pengendalian Waku

Waltu 28.1.
Penyelesaian
Pekedaan

28.2. Jika pekerjaan ticiak seresai pada ranggal penyelesaian

svepal-5yaqAT uM ufi foirruK
T1ALAI BESAR WI..AYAH SUNGAI BRANTASTAfiuil At{GGlRAt 2ot5
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28.4.

29. Perpanjangan 29.1.
Waktu

29.2.

30. Penundaan
oleh
Pengawas
Pekerjaan

31. Rapat 31.1.
Pemantauan

31.2.

31.3.

Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat
menyelenggarrkan rarpat pemantauan, dan rneminta satu
sama lain unluk menghadiri rapat tersebut. Rapat
pemantauan diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa
pekerjaan sert:r uintuk menindaklanjuti peringatan dini.

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalarn berrita acara rapat, dan rekamannya
diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri
rapat.

Mengehai hal-hal dalam rapal yang perlu diputuskan,
Pengawas Pel<erjaan dapat memutuskan baik dalam rapat
atau setelah rarpat rnelalui pemyataan tertulis kepada semua
pihak yang menghacliri rapat.

Penyedia bertovuajiban untuk memporingatkan sedini
mungkin PenEawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi
tertentu yang dagrart mempengaruhi mutu pekerjaan,
menaikkan Nilai l.(c,ntrak atau menunda penyelesaian

28.3.

bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi
atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

Jika keterlambatarr tersebut semata-mata disebabkan oleh
Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian ciisepakati oleh Para
Pihak untuk diperpanjang.

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini
adalah tanggal penyelesaian seluruh pekerjaan.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan pertirnbangan Pengawas Peko{aan
memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara
tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus
dilakukan melalui Adendutn Kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus
telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk
berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari
setelah penyedia merninta perpanjangan. Jika penyedia lalai
untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau
tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan
sesegera mungkin, nrara keterlambatan seperti ini tidak
dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal
Penyelesaian.

Pengawas Pekerjaan dapat m,emerintahkan secara tertulis penyedia
untuk menunda pelaks;enaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan
ini harus segera ditembuskan k:epada PPK.

32. .Porlngatan Dlnl 32.1.

pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan

SYAR,/{T.SYARAT UMUM KOI.JTMK
BALAI BESARWLAYAH SUNGAI BRANTAS
TAHUN ANGGAR,A'I2O1!;
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penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisitersebut di atas terhadap Nilai
Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini
harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

32.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan
Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi
dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.3

33.

Penyelesaian Kontrak

Serah Terima 33.1.
PekerJaan

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus),
penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK untuk penyerahan pekerjaan.

33.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan
PanitialPejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila
memedukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh
timltenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

33.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan
dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

33.4. PPK menerima perryerahan pertama pekerjaan setetah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Konirak dan diterima oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan.

33.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima
perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 57o (lima
perseratus) nrerupakan retensi selama masa pemeliharaan,
atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus
perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus
menyerahkan Jamilran Pemeliharaan sebesar 5% (lima
perseratus) dari nilai kontrak.

33.6. Penyedia wajib mernelihara hasil pekerjaan selama masa
pemeliharaarr sehingga kondisi totap seperti pada saat
penyerahan lrertamar pekerjaan.

33.7. Setelah rrrasa pemeliharaan berakhir, penyedia
mengajukan permrintaan secara tertulis kepada PPK untul<
penyerahan ilklrir pekerjaan.

33.8. PPK menerirna penyerahan akhir pekerjaan setelah
penyedia melirksanakan semua kewajibannya selama
masa pemelihilraan dengan baik. FPK wajib melakukan
pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau
mengembalillan Janrinan Pemeliharaan.

33.9. Apabila ponyedia tidak melaksanakan kewaJiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak
menggunakain uiang retensi untuk membiayai

SYARAT.SYAF.AT UMI..,M KOI{TRAK
BALAI BESARWTAYAH SUNGAI ERANTAS
TAHUn Afi@ARAt{ 2015
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porbaikar/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan

Pemelihai'aan.

33.10. Serah terima pekeriaan dapat dilakukan perbagian

pekerjaan it.o,:i parsial) yang ketentuannya ditetapkan

dalam SSKK

33.11. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial,

maka cara pembayaran dan kewajiban pemeliharaan

tersebut diatas disesuaikan.

33.12. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah

penyerahan bagian pekerjaan tersebut dilaksanakan

pertama kali.

33.l3.Umurkonstruksibangunanhasildaripelaksanaan
Pekerjaan ditetaPkan dalam SSKK'

34. pengambilalihan ppK akan mengambil alih lokasi clan hasil pekerjaan dalam jangka

waktu tertenlu setelah dikeluarkan surat keterangan

selesai/pengakhiran pekeriaan.

36.2.

36.3.

37. Perubahan 37.1.
Llngkup
PekerJaan

a. menambah atau mengurangi volume pekeriaafl yang

35. Pedoman 35.1. PenyeCia diwajibkan men:berikan petunjuk kopada

, Pengoperasian tentang pedoman pengoperaslan

dan Ferawatanl perawltar/pemeliharaan sesuai dengan SSKK'

Pemeliharaan

35.2. Apabila penyedia tidak memberikan pedoman

rJ."'tril'j;l*:.:::x'::xl;l'Jlil3i,i;'H,lberhak
8.4 Adendum

36. Perubahan 36.1. Kontrak hanya dapat diubah melaluiadendum kontrak.

Kontrak

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui

oleh para pihak, meliputi:
a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang

dilakukan oleh pitra pihak dalam kontrak sehingga

mengubah lingkup pekeqaan dalam kontrak;

b. peru6ahan nirga 
'kontiak akibat adanya perubahan

pekerjaan dan/-ata,u kai'ena perubahan pelaksanaan

pekerjaan.
c. perubahan jaclwal l,elaksanaan pekerjaan akibat adanya

perubahan pekeria,an,
d.perubahan"nargal<ontrakakibatadanyaakibatadanya

penyesuaian hirga (eskalasi/de-eskalasi)"

Untuk kepenting;rn perrubahan kontrak, PPK menugaskan

Panitia Peneliti Perlaksanaan Kontrak-

Apabila terdaprlt perbr:daan yang signifikan antara kondisi

lokasi pekerjaarn parler saat peliksanaan dengan gambar

dan spesif;kisi yang ditentukan dalam Dokumen Konti'ak'

maka PPK ber:sar,ra" penyedia dapat melakukan perubahan

kontrak yang meliputi arntara lain :

PPK
dan

S.------
sraral-5y1p11 lJl,tuM Ko'NrRRK
EILAI eEsARwtLAyAH suNGAl BRANTAs
TAnUN ANGGARAT{ zoti
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Perubahan
Kuantltas
Harga

Perubahan
Jadwal
Pelakeanaan
Pekedaan

tercantum tlalam kontrak;

b. menambah atau mengurangijenis pekeriaan;

c. ,"ngrOrn spesifikaii teknis dan gambar pekeriaan

"es,ii 
dengan kebutuhan lokasi pekedaan; darlatau

d. *"t"ir"nr[an pekerjaan tambah yang belum tercantum

dalamkontrakyangdiperlukanuntukmenyelesaikan
seluruh pkeriaair sesuai lirrgkup kontrak awal'

3T.2.Pekerjaantambahharusmempertimbangkahtersedianya

"nggir* 
oan pating tinggi 10* (sepuluh per:seratus) dari

nilai kontrak awal-

3T.3.Perintahperubahanpekerjaandibuat.olehPPKsecara
tertulii kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan

negosiasi ieknis dan-harga dengan tetap mengacu pada

ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal'

37.4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara

sebagai <Iasar penyusunan adendum kontrak'

38.1. Harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga digunakan

dan untuX membayar prestasi pekerjaan'

38.2. Apabila kuantitas mata pembayara.n. utama yang akal
ditaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh perseratus)

dariruantitasawal,makapembayaranvolumeselanjutnya
denganmenggunakanhargasatuanberdasarkanhsil
negosiasi.

33.3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan

timpang,makahargasatuantimpangtersebuthanyabedaku
untuk [uantitas petceriaan yang tercantum dalam Dokumen

Pengadaan. U;rtuk kuintitat pekerjaan tambahan digunakan

harga satuan berdasarkan hasil negosiasi'

RpiOita ada daftar item pekerjaan yang masuk kattegori

harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam lampiran A

SSKK.

3S.4,Apabiladiperlukanmatapembayaranbaru,makapeny4i?
jasa harus menyerahkan rincian harga satuan kepada PPK.

\ Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan

dengan negosiasi-

perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK

atai plrtimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal

sebagaiberikut:
a. pekerjaan tambah;
b. perubahan drsain,
c. keterlambatan yan'g disebabkan oleh PPK;

d. masalah yang iimb,r.rl di hlar kendali penyedia; dan/atau

e. keadaan kahar.

Waktu penyelesaian pekeriaan dapat diperpanjang

sekurang-kuring,rya sama dengan waktu terhentinya

kontrak lfiUat ieadazrn kahar atau waktu yang diprerlukan

untuk menyelesaikan pekerjaan pada pasal 39'1'

39.1.

39.2.

SYARAT-STARAT UMUM KONTRAK
BAI.AI BESAR WII.AYAH SUHGAI BRANTAS
TAHUT{ lllcc R^l{ 2015
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$. Penyesualan
Harga
(EskalasUDe'
erkalasl)

39.3. PFK dapat menyetujui .O9r9anjang"1...*ary'.pelaksanaan
atas kontrak';;i;;h hetirrjran pJnefitian terhadap usulan

tertulis Y?ng diajukan oleh penyedia'

3g.4.PPKdapatmenugaskanPanitiaPenelitiPelaksanaan
Kontrak uniuX meietiti kelayakan usulan peryanjangan

waktu Pelaksanaan'

39.5. Persetujuan prpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan

dalam adendum kontrak'

40.1. Ketentuan penggunaan rumusan Penyesuaian Harga (Prica

Adjustment) a{arah sebagai berikut:

a) Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah

akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan

peraturan Yang berlaku' :.

b) P""v;;;;i;;."harha diberlakukan pada Kontrak

Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari

rz'iim rr"ras)tutin oan dioerlakukan mulai bulan ke

13 it',g; trelasj sejak pelaksanaan pekeriaan-

c) p"ivEtuti'in' n'riu berlaku bagi seluruh

keqiatanrmata pembayaran' kecuali mata

puilJvtntn-uurni Sum serta pekefiaan dengan

Harga S:ltua TirnPang'

d) penlesuaian Harga- Satuan berlaku bagi seluruh

r"r'rr""i' n"g' -satuan (upah' bahan' peralatan'

. dan'- uanan Sakar)' tidak termasuk komponen

ruuntunli"'t dern uiaya operasional sebagaiman

tercantuin rJaletnt Penawaran'
e)penyesu,ionl-largaSatuandiberlakukanBesual

0""6i.-r"ttwat peiarsanaan yang tercantum dalam

fontrat< [Y76[/3dr:ndum kontrak'

0 penveiuaian Harga Satuan bagi komponen

p;kfi;;; 
-.'yarlg berasal dari luar negeri'

men-ggu'laLan irrJeks ponyesuaian harga dari negara

asalbarang tersebut'
g) J;;it Ek;rjaan baru dengan !-l"tgl Satuan baru

t"[rg;i- "iinut 
adanya adendum. kontrak dapat

oGiir.npenyesuaianhargamulaibulanke'13(tiga
U"f"il 'seiiX adendtlm kontrak tersebut

ditandatangani'
h) .lenis pekirjaan yang terlambat pelaksanaannya

Oi."Orfjf"n'otun (es"tahan Penyedia diberlakukan

penyesuaian harga berdasarkan indeks harga

tui"'norn antarer inoers harga jadwal awal dengan

indeks harga jaclwal pelaksanaan pekerjaan'

i) Jenis petciriiarr yanglebih *p1t pelaksanaannya

dlberlakukan punyes'Lianharga berdasrkan indeks

harga Pada saat Pelaksanaan'

4o.2.KetentuanlebihlanjutsebagaimanadiaturdalamSSKK.

SYARAT.SYARAT UMUM KONTRAK
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Keadaan Kahar

Keadaan Kahar 41-1.

8.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

42. Penghentian &
Pemutusan
Kontrak

suatu keadaa,r yang terjadidiluar kehendak para pihak.dan

il;ii orp"i oiplrkiiakan sebelumnya' sehingga .kewaiiban
yii; -J["ntukan J"rrrn Kcntrak menjadi tidak dapat

diponuhi.

41.2. Yang digolongkan Keaidaan Kahar meliputi :

a' bencana a!am;
b. bencana non alam;
c. bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. kebakaran;danlatalu
f. g.ngg;' industri lainnya sebagaimana dinyatakan

rnelalui-ieputusan bersima Menteri Keuangan dan

menteri teknis terkait'

41.3. Apabila teriardi Keadaan . Kahar' maka penyedia

memOeritan-ui in r"p''oa PPK paling lamla] 14 (empat

belas) n"ri- i"j.r t,erjadinya keadaan Kahar, dengan

m"ny'"rt.x"n feinyataan Keidaan Kahar dari pejabat yang

berwenang.

41.4. Jangka waKu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk

pemenunari'f.*,riiOri, pihak yang tertimpa Keadaan Kahar

harus oipeipi*iJng sekurangkurangnya :'m? dengan

iangra waxiu'ti,ti'enii ny' Kontrak aki bat Keadaan Kahar'

,+1.5. Keterlambatan 1>elaksanaan pekerjaan . akibat, Keadaan

Kahar v.ng ;il"i.*arr paling lanrbai 14 (empat belas) hari

sepr te4aiinviiil"rduan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

41.6. Pada saat terla'dinya Keadaan Kahar' Kontrak ini akan

dihentikan ie,'iientitu hingga Keadaan Kahar berakhir

drng"n reientuin, renyJcia berhak untuk menerima

pembayaran sesueri dengan prestasi 
"!"'... 

kemajuan

pelaksanaan pekerj'a:rn-1{r9 telah dicapai' Jika selama

masa X".d"rii-finar pFf iremerintahkan secara tertulis

iepaOa p""V*Oi, trltuk meneruskan pekerjaan sedapat

mungkin 
-;;6 

Penyedia. berhak untuk menerima

pembayaran' .uo"guirnina ditentukan dalam Kontrak dan

mendapat f"ngg,i'ltitrn biaya yang wajar sesuai dengan

y"ng tdfrh iii"il!*rn untu( bekerji dalam situasi demikian.

Penggantianbiayainiharusdiaturdalamsuatuadendum
Kontrak.

42.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekeriaan

suOifr setesai atau terjadi Keadaan Kahar'

42.2.Dalamhalkontrakdihentikan,makaPPKwajibmer"nbayar
kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang

telah dicaPai' termasuk:I

i

I

1
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a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Ferlengkapan

untut per"#a"n ini. 6ahan dan Perlengkapan ini harus

OiseranXan iiun p*n,"dia kepada PPK, dan selanjutnya

menjadihak nrilik PPK;

b. biaya tanlru"g'r*u"ngkaran dan demobilisasi Hasil

fele6aan Sementara dan Peralatan;

c. biaya langsung demobilisasi Personil'

42.S.Pemutusankontrakdapatdilakukanolehpihakpenyedia
atau Pihak PPK'

42.4. Mengesatnpingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukim Perdata, pemutusan Kontrak mslalui

p"tnU"itrnr"n tuttutit dapat dilakukan apabila :' - .

a. penyeoia*" lur'il"iOuo ianii .O*if . .melakeanakan
kewajibanny,o,ntidakm-emberbaikikelalaiannyadalam
jangka waKu yang telah. ditetapxan;

b. p"nv"oi" i"nd' pi'o"tujuan Pengawas Pekeriaan' tidak

memulai Pelaksan aan Pekerjaani
c. punytoiu'rungfio'ltiran pok'erjaan ePFTt 2E (dua puluh

detapani;.,i il. penghentian ini ticax tercantum dalam

progr", mutu sertJ tanpa persetujuan Pengawas

Pekeriaan;
d. penyedia beracla clatam keadaan pailit;

e. penyeOia selama Masa Kontrak gagal- memperbaiki

Cacat frlutr-O'i'* jangka rflaktu yang ditetapkan oleh

PPK;
f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan

Pelaksana:rn;
g. denda keterlamb;atan pelaksanaan pekerjaan akibat

kesalahan penyedia sudah melampaui lYo (lima

p"rrurrlrr) iiari'nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa

Penyedia ticlak akan sanggup menyelesaikan sisa

' Pekeriaan;
h. Pengawas Fekerrjaan memerintahkan penyedia untuk

*ununo"-1:elaks,anaanataukelanjutanpekeriaan,dan
perlntan-terrieUtrt tidak ditarik selama 28 (dua puluh

delaPan) hari;
i. pPK tiOlf'*ln.rtritkan SPP untuk pembayaran tagihan

angsuran s;el;uai dengan yang disepakati sebagaimana

tercantum dalam S}SKK;

i. punyoOi, t,lrtruktl rnelakukan KKN' kecurangan dan/atau
' pemalstran dalam proses Pengadaan yang diputuskan

oleh instansi yang berwenang; dan/atau

k. pengaduan lentirrg penyimpangan prosedur' dugaan

KKN dan/irtaru p*:langgaran persaingan sehat dalarn

petaksanairnperigladaindinyataranbenarolehinstansi
Yang benrtlnang'

42.S.DalamhalpenrutusanKontrakdilakukankarenakesalahan
PenYedia :

a. jaminan Pelaksernaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oteh penyedia atau

Jaminan U;ang Muka dicairkan;

c. penyedia m-emb:l1'ar denda {apabila pelaksanaan

Pekerjaan terlam brrlt); dan

d. penyedia dimasukl<an daiam Daftar Hitam'

SYATAT-wmnr UMUII KONTR^K
BAIrt BESARIVILAYAH SUNOAI BRANTAS
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a.

42.6.

42.7.

Keterlambatan 43.1.
Pelaksanaan
Peke{aan dan
Kontrak Kritis

43.2.

43.3.

Dalam hal pemutusan Kontrak pada masa pemeliharaan
dilakukan karena kesalahan penyedia, maka:
a. Jaminan Perneliharaan dicairkan untuk membiayai

perbaikar/pemeliharaan; dan
b. Penyedia dimasukan ke dalam Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau
pelanggararan persaingan usaha didalam pelaksanaan
pengadaan yang sudah diputuskan oleh instansi benrenang,
maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekeriaan sesuai
jadual, maka PPK harus memberikan peringatan secar.t
tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

Kontrak dinyatakan kritis apabila :

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0o/o - 70oh

dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih
besar 1Oo/o dari rencana;

b. Dalam periode ll (rencana fisik pelaksanaan 70o/o - 100%
dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih
besar 5% dari rencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% darl'kontrak,
realisasifisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari
rencana dan akan melampauitahun anggaran berjalan.

Penanganan konirak kritis.
a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 42.1 dan

penanganan kontrak pada pasal kritis 42.2 pnanganan
kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembqktian (show
cause meeting/SCM)
1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan

menerbitkan srrrat peringatan kepada penyedia dan
selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2, Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan
penyedia mernbahas dan menyepakati besaran
kemaju,an fisik yang harus dicapai oleh penyedia
dalam Srcriode waktu tertentu (ujicoba pertama) yang
dituangkan dal;am berita acara SCM tingkat Tahap I

3) Apabila penyerlia gagal pada ujicoba pertama, maka
harus diselerqgarakan SCM Tahap ll yang
membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode
waktu tertentu (uji coba kedua) yang, dituangkan
dalam trcrita acara SCM Tahap ll

4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka
harus diselenggarakan SCM Tahap lll yang
membahars darr menyepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode
waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan
dalam lrcr'ita acara SCM. Tahap lll

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus
menertritkan surat peringatan kepada penyedia atas
keterlar n bata n realisasi fi sik pelaksanaan pekeriaan.

SYARJ{T-SYARAT UMUM KONTRAI(
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b. Dalam hal teriadi keterlambatan dan akan melamoaui

tahun ang{Jar'3n trcrialan akibat kosalahan Ponyodia

Pekerjsan Konstruksi, sobelum dilakukan pemutusan

kontrak Penyedia Pekerjaan Kontruksi dapat diberi

kesempatatr tnenyelesaikan pekerjaan sampai denagan

50 (lima puluh) hari kalender sejak masa boraklilmya
pelaksanaarr pekerjaan dengan OiOe.ltq!1fa1 denda

sebebar 1/.lS()0 (saiu perseribu) dari nilai Kontrak atau

nitai nilai bergian Kontrak apabila ditetapkan serah terima
pekeriaan secam parsial untuk setiap hari

keterlambal:an.t(ersempatanmenyelesaikanpekeriaan
selama50(limapuluh)lraritersebutdapatmelampaui
tahun anggaran trcrjalan.

c. Dalam hil penyeleiaian pekerjaan akibat keterl.ambatan

melampaui tihun anggaran berialan, diterbitkan

adendum rlntuk lnencantumkan sumber dana tahun

anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan. yang akan

disLlesaikan dan niemperpanjang masa berlaku jaminan

pelaksanaan.
d. bahm hat keterlanrbatan pada pasal 42.2 a alau 42.2b,

setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 42.3

a, PPK dapat langsung memutuskan kontrak se@ra

sepihak dengan rnengesampingkan pasal 1266 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

PPKdapatmemutuskanKontraksecarasepihak,apabila:
1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi

batas berakhimYa kontrak;
2) berciasarkan penetitian PPK, Penyedia Brang/Jasa tidak

akan marnpu menyelesaikan keselurahan pekerjaan

walaupan diberikan kesempatan sampaidengan 50 (lima

puluhj hari kalender sejak masa berakhimya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pokeriaan;

dan/atau
3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan 50 (lima

puluh) hari kalender sejak masa berakhimya
pelaksanaan pekeriaan, Penyedia Barang/Jasa tidak

daPat menYelesaikan Pekerjaan.

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara
yang masih berada dilokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat

kehlaian atau kesatahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya

oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan

kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat

dilakukan setelah mem pertimba ngkan kepentingan PPK.

Peninggalan

Hak dan Kewaiiban Para Pihak

Hak dan
Kewajiban Para
Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban Yang harus

dilaksanakln oten PFK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak,

meliputi :

45.1. Hak dan kewajiban PPK :

a. mengawasi dan memeriksa peke{aan yang

dilaksanakan oleh PenYedia;
b'memintalaporan.laporanSecaraperiodikmengenai

SYARAT.SYA&{T UMUM KoNTMK
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pelaksanaarl pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

c. nrembayar peXe{ean sesuai lgngan h.arSa. yary

tercantum dalam iontrak yang telah ditetapkan kepada

penyedia; dirn
d. hemOerit<arrfasilitas berupa sarana dan prasarana yang
-oiu,t,nlanolehper,ryediauntukkelatrcaranpelaksanaan

pekeriaan seesuai kotentuan kontrak'

45.2. Hak dan kewajiban PenYedia :

a. menerima PernbaYaran untuk
sesuai dengan harga Yang

pelaksanaan Pekeriaan
telah ditentukan dalam

Penggunaan
Dokumen-
Dokumen
Kontrak dan
lnformasi

Hak Kekayaan
lntelektual

Penanggungan
dan Risiko

kontrak;
b.berhakmernirttafasilitas-fasilitasdalambentuksarana

danprasararnaldariPPKuntukkelancaranpelaksanaan
pekerjaan sr:suai keitentuan kontrak;

c. melaporkan 1>elaksanaan pekedaan secara periodik

kepada PPll
d. melaporkan pelal<sanaan penggunaan -produksi 

dalam

negeri/TKDlrl secar periodik kepada PPK;.

e.metaksanakandanmenyelesaikanpekerjaansesuai
dengan ia,fwal pelaksanaan pekeriaan yang telah

ditetiPkan clalam kontraK
f. melaksanakan dan menyelesaikan pekeriaan secara

cermat, akurat rletn penuh tanggung jawab dengan

menyediakan tenerga kerja, bahan-bahan' peralatan'

ang(utan ke atau olf upingan, dan t:g"l".pekerjaan
permanen maupun sementaia yang diperlukan untuk

pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan

Yang dirinci dalam kontrak;
g. me,iuurixan ketemngan-keterangan yang. diperlukan

untuk pemeriksaan peiaksanaan yang dilakukan PPK;

h. menyerahkan hasii pekerjaan sesuai dengan jadwal

penyerahan pekeriaan yang telah ditetapkan dalam

kontrak; dan
i. mengambil tangkah-langkah yanq memadai dalam

rangt<a memberi perlindungan kepada setiap orang yang

berada di tempat kerja maupun masyarakat dan

lingkungan sekitar yang berhubungan. dengan

prminOin"n bahan baku, penggunaan peralatan keria

konstruksi dan Proses Produksi'

(catatan:HakdanKawajibankontraffiordisesuaikan
dengantingkuppekerjaanyangharusdilaksanakan
sesuai kontrak).

penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan

dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan

kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesiiii<asi teknis

OaJatau gambargamba-r, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari

pihai< ketiga yang disebibkan penggunaan atau atas pelanggaran

i{ak Kekayaan Int,elektual (HAKI) oleh penyedia'

4S.l.Penyediaberkewajibanuntukmelindungi,membebaskan'
danmenanggungtanpabatasPPKbesertainstansinya

i= ryenrv r rut tM Y,1N?DAY

semua bentuk tuntutan, iawab
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Perlindungan
Tenaga Keria

50. Pemeliharaan
Llngkungan

kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,-dan biaya
yang dikenakan terhadap ppK beserta instansinya lrecuilikerugian yang mendasari tuntutan tersebut oiseixoran
kesalahan atau keraraian berat ppK) sehubungan dengan
klaim yang timbut dari haLhar berikut terhitung se]ak rangiar
Mulai Kerja sampai dengan tanggarpenandalanganan uJrita
acara penyerahan akhir :

a. kehilangan atau kerusakan peraratan dan harta benda
penyedia, Subpenyedia fiika ada), dan personil;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera

48.2. Tefiitung sejak ranggar Murai Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acafa penyerahan awal, senlua
risiko kehilangan atau kerusakan Hasil pekerjaan ini, Bahan
dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuari
kerugian atau kerusakan tersebut diariibatkan oreh
kesalahan atau kelataian ppK.

48.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam pasai lnl.

48.4- Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil pekerjaan atau
Bahan y3lq 

. 
menyatu dengan Hisil pekefiaan selama

Tanggal Murai Ke'ja dan balas akhir Masa pemeriharaan
harus diganti atau diperbaiki oreh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehirangan atau- kerusakan
tersebut terjadi akibat tirdakan atau keraraian penyedia.

49-1- Penyedia dan subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
untuk mengikutsertakan personirnya pada program Jaminan
sosiat renaga Kerja (Jamsostek) iebagaimanl Ji"t* dararn
peraturan perundang-undangan.

49-2- Penyedia berkervajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Personirnya untr.rk menratuhi peraturan keseramatan kerja-
Pada waktu .peraksanaan pekerjaan, p"ny"Ji" beserta
Personilnya diernggap teratr membaca' dan memahami
peraturan keselermatan kerja tersebut.

49.3- Penyedia berr<errajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan kerparda setiap personirnyi (termasuk personil
subpenyedia, jika adar) perrengrapan ieseramatan kerja
yang sesuai dan memadai.

49-4- Tanpa menguranEli kervajiban penyedia untuk metaporkan
kecelakaan berdasark;rn hukum yang berlaku, penyedia
akan melaporkan kepa<ra ppK mengenai setiap i<ecerakaan
yang timbur setrubungan dengan pbraksanaan Kontrak ini
dalam waktu 24 (dua puruh empat) iam seterah kejadian.

Penyedia berkewajiban yllrk mengambir rangkah-rangkah yang
memadai untuk melindurrgi linl]kungan baik di dilam ,.rirn di luar
tempat l<erja dan membatasi gangguan ringkungan terhadap pihak
ketiga dan harta ben,Js;1y3 

- 
senuUungan Oe-ngan petaksanaan

Kontrak ini.
sYaur-sfmtr ur,,rul,t rotnp,cx
:+ar aEsr,n WLAYAH SUNGA| BRAHTAgflurru .!^^.-^r. ----
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. Ae uransl 5'1.1.

51.2.

Tlndakan 52.1.
Penyedla yang
Mensyaratkan
Pereetuluan
PPK
atau Pengawas
PekerJaan

52.2.

Laporan Hasil 53.1.
Pekeriaan

53.2.

53.3.

Penyedia wajib menyediakan asuransl eeJak SPMK eampal
dengan tanggal serlesainya pemeliharaan untuk :

a. sernua baranlS dan peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan,

serta.pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhaclagr keo:lakaan, kerusakan, kehilangan, serta

risiko lain y;rng tidak dapat diduga;
b. pihak ketiga seb:rgai akibat kacelakaan di tempat

kerjanya; darn

c. perliirdungan terharlap kegagalan bangurtan.'

Besamya asurernsi suclah diperhitungkan dalam penawaran

Can termasuk dalam nilai kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis F'PK sebelum melakukan tindekan-
tindakan berikut:
a. mensubkontrakkaa sebagian pekerjaan dalam Lampiran

A SSKK;
b. menunjuk Personil lnti yang namanya tidak tercantum

dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Penyedia berkawajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum
melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 't5

SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personil lntidan/atau Peralatan;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
konkak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekeriaan
di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan
laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
pekerjaan harian.

Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi

pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan,
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa

alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelanca:'an
pekeriaan; dan

f. catatan-catatan
pelaksanaan.

lain yang berkenaan dengan

Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan
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55.

Kepemillkan
Dokumen

KerJasama
Antara
Penyedla
dan. Sub
Penyedia

Usaha tlkro,
Usaha Kecll &
Koperasi Kecil

diperiksa oreh konsurtan, dan disetujuioreh wakirppK.

53.5- Laporan mingguan terdiri ciari rangkuman laporan harian dan
berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
minggu, serta halhalpenting yang |ertu ditonjolkan.

53.6. Laporan buranan terdiri dari rangkuman raporan mingguan
dan berisi.hasil kemaiuan fisik pekerjaan daiam periode satu
bulan, se{a hal-hal penting yang periu ditonjolkai.

53.7. Untuk merekam kegiatan peraksanaan pekerjaan konstruksi,
PPK dan penyedia membuat foto-foio dokumentasi dan
video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai
kebutuhan.

fe.mua rancangan,. .gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumendokumen lain serta piranti tunak yang oipersiapkan oleh
penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhni" ,iunipakan hak milik
LPK. l:nyedia paring rambat pada waktu- pemutusan atau akhrr
Masa Kontrak berkewajiban uniuk menyerahkan semua dokumen
dan piranti lunak tersebut beserta daftir rinciannya kepada ppK.
Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tLp ooiumen oanpiranti lunak tersebut. pembatasan -6ira 

ada) meng.,irip"nggunaan
dokumen dan piranti runak terrsebui di atas di keiruoian hari diatur
dalam SSKK.

55.1. Penyedia y€rng mempunyai harga Kontrak di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puruh riria miriar rupiah) waiib
Fkerja sama crengern penyedia usaha Mikro ian usaha
Kecil serta koperasi kecir, yaitu dengan *"nrlut ontrakkan
sebagian pekr;rjaan yang bukan petcerl.aan utama.

55.2. B_agian pekerjaan )'ang disubkontrakkan tersebut harus
diatur dalam l(ontrak dan disetujuiterlebih oarrulu-onn ppx.

55.3. Penyedia tetap bertilnggung jawab atas bagian pekerjaan
yang disubkor:tr,akkan tersebut.

55.4. Ketentuan-ke{:errtuan daram subkontrak harus mengacu
kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetarian.

56.1. Apabila penyecria yang ditunjuk adarah penyedia usaha
Mikro, Usaha K,ecir djan koperisi kecir, maka;;h, kontrakdimuat ketentr:an bahwa pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan sencriri oreh penyecia yang oitunlur dan
dilarang diserahkan ertau disubkontraxkan re-paoa pinak rain.

56.2. Apabila penyedia yang ditunjuk sebagai peraksana
konstruksiadatah penyedia bukan usana rrrrixio, uiaha Kecir
dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:

5(i.

a.

c.

gg.nyedia wajib trekerja sama dengan penyedia Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan koperaJi kecil,'antara lain
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
dalam melaksanakan kewajiban ii atas penyedii terpirihtetap bertanggungjawab penuh atas 

-keseluruhan

pekerjaan tersebr:t;
bentuk kerjasanra tersebut hanya untuk sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utima; dan

SYARAT-SYARAT UMUM KOI.{TRAK
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il, Penyedla Laln

5S. Keselamatan
dan
Keaehatan
Keria

59. Pombayaran
Denda

60. Jaminan

d. rnembuat laporan periodik mengenai pelaksanaan

ketetaPan rJi atas.

56.3. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia

dikenakan sanksiyang diatur dalam SSKK

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunaken lokasi

kerji termasuk jalin akses bersamasama dengan penyedia.yang lain

01<l aoa) Oan pifra*-pihak t:rinnya yang berkepenti.ngan atas lokasi

[eria. .lifu dipindang perlu, PPK dapat memberikan.jadwal keria

penyedia yang lain di lokasikerja-

Penyedia bertanggung jawatr atas keselamatan dan kesehatan

r.rl. pihak di lokasi feiia. Penyodia setiap saat h8ru8 mergambll

langkah-langkah yang patut diambit untuk menjaga keselamatan dan

keslhatan plra pers|nilnya. Penyedia harus memastikan bahwa staf

kesehatan,' fasiiitas pertolongan pertama pada kecelakaan, dan

layanan ambulance d'apat disediakan setiap saat di lapangan bagi

personil penyedia termasuk strbpenyodia maupun personll PPK dan

ielah dibuat petencanaan yang sesuai dongan Semya.plersyaratan
kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah

penyakit. Penyedia harus menunjuk petugas keselamatan koja yang

ir"rtinggrng lanab untuk menjaga keselamatan dan mencegah

terjadiiia k6celakaan. Petugas yang bersangkutan haru9 memenuhi

aturan dan peoy"ratan K3. Petugas K3 dipersyaratkan bordasarkan

tingkat risiko pekerjaan: diperlukan Ahli K3 untuk pekerjaan berisiko

tinlgi dan diperlukan Petugas K3 untuk pekeriaan berisiko sedang

atau kecilsebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa

Oenba sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap

kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan

Dend-a dengan memctong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan

penyedia. Fembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab

kontraktual penyedia.

60.1. Penggunaanjaminan:

a. Paket pekerjaan sampai dengan Rp

2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh
Bank Umum/ Perusahaan Penjamin/Perusahaan
Asuransi; atau

b. Paket pekerjaan diatas Rp 2.500.000.000,00 (dua

miliar lima ratus juta rupiah) menggunakan surat
jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum.

60.2. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepaca PPK selambat-
lambatnya 14 (emoat belas) hari kerja setelah diterbitkannya
Surat Penunjukan Fenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum
dilakukan penanriatan gan an kontrak dengan besararlnilai:
a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau

b. 5% (lima perser;rtus) dari nilai total Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80%
(delapan pul-rh perseratus) HPS-

60.3. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurangkurangnya
sejak tanggal penan,Ca-tanganan kontrak sampai dengan

i
j
I

t

I
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D.

61.

serah terima pertama pokerjaan (Provisional Hand

Over/FHO).

60.4. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekeriaan

dinyataP.an selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti

dengan ,Iaminan Pemeliharaan atau dengan menahan uang

retensisebesar 59/o (lima perseratus) dari nilai kontrak;

60.5. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka
pengambilan uang rnuka sekurang-kurangnya sama dengan

besamya uang muka;

60.6. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi' pekeriaan;

60.7. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya
sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai

dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

60.8. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah
pekerjaan dir:yatakan selesai 100% (seratus perseratus)-

60.9. Pengembatian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling

lambat 14 (ernpat belas) hari keda setelah masa
oemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik
sesuai dengan ketentuan kontrak;

60.10. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-
kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekeriaan
(PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekeriaan
(Final Hand Over/FHO);

Personll lntl dan/atau Peralatan Ponyedia

61.1. Personil inti dan/ateru peralatan yang ditempatkan harus
sesuaidengan yang tercantum dalam Dokurnen Penawaran.

61.2. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh
dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

61.3. Penggantian personil :nti dilakukan oleh penyedia dengan
mengajukan permotronan terlebih dahulu kepada PPK
dengan melampirkitn riwayat hidup/pengalaman kerja
personil inti yrang diusulkan beserta alasan penggantian.

61.4. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian
personil inti danlateru peralatan menurut kualifikasi yang

dibutuhkan.

61.5. Jika PPK menilai balrwa personil inti:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan

dengan baik,
b. berkelakuarrtidak baik; atau
c. merrgabaikarn pel<erjaan yang menjadi tugasnya;
maka penyeclia berhewijiban untuk menyediakan pengganti

dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam rnralttu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

Pereonil lnti
danJatau
Peralatan
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61.6. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan porlu

dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan
pengganti dengan kr.ralifikasi yang setara atau lebih baik dari

beridiril inti dar/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya

tambahan apaPun-

61.7. Personit inti berkeurajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya. Jika ciperlukan oleh PPK, Personil inti dapat

sewaktu-wiktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan

Pekeriaan di bawah sumPah.

Kewaliban PPK

Fasilltas

Perlstlwa
Kompensasl

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau

kemuda'han lainnya (ika ada) yang iercantum dalam SSKK untuk

ketancaran pelaksanan pekerjaan ini'

63.1. Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada

penyedia Yaitu :

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mernpngaruhi
pelaksanaan Pekerjaani r

b. keterlambatan pembayal'an kepada penyedia;

c. PPK tidak memberikan gambargambar, spesifikasi

dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal

daljnr kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk

melakukan pengujian tambahan yang setelah

dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegag alan/penyim pangan ;

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;

g. PPK memerintahkan untuk mengatasi konciisi lerlqntu
yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan

oleh PPK;
h. ketentuan lain dalam SSKK.

63.2. Jika Perietiwa Kompeneaei mongakibatkan pongoluarsr.

tambahan dan/atau keterlambatarr ponyelesaian pekerjaan

maka PPK borkewajiban untuk membayar ganti rugi

dan/atau memtrerikan perpanjangan waktu penyelesaian

;:ekerjaan.

63.3. Ganti rugi hanya dzrpat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia keoada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata

akibat Peristiwa KomPensasi.

63.4. Perpanjangan lvaktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat
diberikan jika berdastarkan data penunjang dan perhitungan

kompeniasi yang cliajukan oleh penyedia kepada PPK,

daoat dibuktilian perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa

Kompensasi.

63.5. Penyedia tidak trcrhak atas ganti rugi den/atsu
perpanjangart vvaktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia

gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam

i
I

I

I

I

I
I

I
II
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mengantisipasi
Kompensasi.

Pembayaran Kepada Penyedia

Harga Kontrak

66. Pembayaran

65.2.

atau mengatasi dampak Peristhila

PPK membayar kepada penyedia atas plaksanaan
pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban
pajak dan biaya overhead termasuk penyelenggaraan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang
harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket
pekerjaan konstruksi.

Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum
dalam daftar kuantitas dan harga.

65.1. Uang muka
a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi

peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok baharr/material dan persiapan teknis lain;
untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling
tinggi 30% (tiga puluh oerseratus) dari nilai Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa;
untuk usha norr kr:cil, uang muka dapat diberikan paling
tinggi 20o/o (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak
Pengadaan Bararrg/Jasa;
untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat
diberikan:
1) 20o/o (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun

pertarna; atau
2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.

e. besaran uanE mu[<a ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah pr:nyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uarrg muka yang diterima;

f. penyedia harus rnengajukan permohonan pengambilan
uang muk;a liecara tertulis kepada PPK disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesueri Kontrak;

g. PPK harus nnerrgajukan surat permintaan pembayaran
untuk pennohcnan tersebut pada huruf c, paling lambat
7 (tujuh) hari kerjer setelah Jaminan Uang Muka diterima;

h. Jaminan U;rng Muka diterbitkan oleh bank umum.
perusahaern penjaminan, atau perusahaan Asuransi
Umum yarlg memiliki ijin untuk menjual produk jaminan
(suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

i. pengemberliern uang muka harus diperhitungkan
berangsur-at'lgsur secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pacla saat pekerjaan mencapai prestasi 100a/o
(seratus p eru;erertus).

Prestasi pekerjaan
a. pemf.rayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati

dilakukan olelr PF,K, denganketentuan :

1i PenyerJia tetah mengajukan tagihan disertai laporan

d.
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kemajr'larr hasil pekeriaan' 
-:-r^,\ pembavaran dilaluiin dengan sistem termin, sesual

ketentuarr dalarn SSKK;

3) Pembayara' did;kan senilai pekeriaan yang telah

terpasatng, "*"t'[ 
ptralatan.dan/atau bahan yang

meniacJi tragian Jari ftlsif pekeriaan adalah:

a) peralirtan i"rV.t.u 
'bahin yang merupakan

bagian oui''p[Lti"tf ylli: namun belum

dilakukan u1i"'iuirgsi ycom-ytisi91i1l) harus

memenuhi fikytotil sebagai berikut:

(1) Bera<lu'-ii'ror"ti rkelilan sebagaimana

tercantu il dt-l"T-l(".ttrak dan *ffi ;ntt1;;
(2) Memiliki sortifikat u.1l

Pabrikan/Produsen;
(3) Bersert'fiUi;;;'"ti o"tl produsen/agen resmr
\-' 

Yang clitunjuk olejt. 9ro9:.::";
(a) Disetuiui;;h PP( sesuai dengan caparan

fisik Yang diterima; . r
(5) Dilarang'" Jipino'n*tl^,j"il area lokacl

peferiian dan/atau dipindahtangankan oleh

Pihak manaPun;dan
(6) Keamanln-'-p"nvimpanan dan risiko

r"""trln sedetum diserahterimakan secara

satur'elatu"nt'ngtimerupakantanggung
jawab PenYedia Barang/Jasa'

b) Sertifikat 'ii 
i'''tu dan sertifikat garansitidak

diperluranqiaf"''rt"r p"l?l"l"n dan/atau bahan

dibuaUdirakit Jeh renyedia Barang/J3s?;' -- -''^
Besaran v'"g'1k oiuaiarran dari material on stte

(berkisar ""ijtl'iov' 
t#pai denoan 7o%\' Besaran

nilai Pemba;;:";;;il'x"n diiahm SsKK;

4) Pembayarat ;;t ;;mperhitungkan angsurT-:?:gat 
;;k;, 'p";"r'i"- Janlitau.. bahan vang menJaor

bagian p"*l'iln iart nasil pekeriaan'yang akan

diserahterim;ffi 1i''t"t7 .* srt'e) vang sudah

dibayar seueiiilivl' J"no" t"pabila ada) dan paiak;

5) Untuk fonti'f Vtng memp-unvai sub kontrak'

permintaan'i"'i''vittl [iTt dilenskapi bukti

pembayaran i"p"Ot seluruh sub penyedia sesuai

de n g a n p'""ttt]'i"]t"ti t'n PlT bavara n xgna!1'l!o

penyedia Uil"l'fln tesuai prestasi pekeriaan yang

selesai oil'xluiti" "i"n 
slb. penvedia tanpa harus

menunggu ;il;ftt; terlebih dahulu dari PPK'

b. pembayara. 
"t'itin 

i*v'-oit'x'x'n setelah pekeriaan

selesai 100% G"i'ti" perseratus) g'tn Berita Acara

p."V"t"n,n pertlma Pekerjaan diterbitkan;

c. PPK datam r''ilt'*"Iiu 7 (tt'j'n) hari kerja setelah

pengajuan p"^'Iii""n pembayaran dari penyedia harus

sudah *"ng'j'f"n surat permintaan pembayaran

keoada P"j"'ill"" p"n'no"t!ng'n surat Perintah

MembaYar (PPSPM);

d. bila terdapat keiidaksesuaian dalam perhitttngan

angsuran, tiOaf ia-n- menpOi 
. 
alasan untuk menunda

penrbayara" PPK;;at meminta penyedia untuk

TAHUI{ AltGGxRAil 2015
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f

66. Harl Kerla

67. Perhitungan
Akhir

menyampaikanperhitunganprestasisementaradengan
*"ng""J*fingk"n nat-nal yang sedang meniadi

Perselisihan.

65.3. Denda dan ganti rugi

a. denda 
"*u*p"lrn sanksi finansial yang dikenakan

kePada PenYedia;
b. ganti rubi merupakan sanksi finansial yang dikenakan

[epaoa-Fpk r"r"n" terjadinya cidera janjilwanprestasi;

c. besamya denda yang dikenakan kepada penyedia atas

retertambatan p"hvJ"raian pekerjaan untuk setiap hari

1) 1/1000 (satu peneribu) 
't?t! 

sisa lralOa 
baglqn

foniraf< yang 
'belum dikerjakan (sgbelum PPN)'

tp"Lil. bagiin pekerJaan yang sudah dilakeanakan

daPat berfungsi; atau
2) 1/i.d0 (satu-perseribu) dari harga kontrak (sebelum

PPNr,- 
'apabita bagian pekerjaan yang sudah

dilaksanakan belum berfungsi; sesuai yang

ditetaPkarr dalam SSKK;
d. besarnya ganti rugi yang dibayar .oleh .lPK atas

keterlanrbat-rn pennuayiran adalah sebesar btrnga dari

nirai tagihi,., y"ng terlamt"rat dibayar, berdasarkan tingkat

suku "uunslt ying berlaku pada saat i!' menuM

ketetapan"aanrtndonesia,ataudapatdiberikan
komPensasi;

e.p"*'Ury"ronclendadan/ataugantirugidiperhitungkan
dalam pembayaran prestasi pekerjaan;

f. ganti rugi dan kornpensasi kepada peserta dituangkan

dalam adendum kontrak;
g. pemoayaian ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh

ppf, apanid pt,ny6dia telah mengajukan tagihan

disertai perhitungan dan datadata'

66.l.Semuapekerjadibayarselamaharikerjadandatanya
disimpan ot"h'p.nyudia. Daftar pembayaran ditandatangani

olehmasing-m;asingpekerjadandapatdiperiksaolehPPK.

66.2. Penyedia harus rnemfcayar upah hari kerja tepada tenaga

keriinya setelah formr"rlir upah ditandatangani'

6rj.3. Jam kerja dan vrertitu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

67.1. Pembayaran angsur;att prestasi pekerjaan terakhir dilakukan

setelahpekerj.aanseJesail00%(seratusperseratus)dan
berita acara irerryerahan awal yang telah ditandatangani

oleh kedua beiah Finaf berdasarkan Berita Acara Pekerjaan

selesaidari Panitia Pernerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

67.2. Sebelum peL'nb;ryaran terakhir dilakukan' penyedia

berkewajiban untul< menyerahkan kepada Pengawas

Pekerjaa,rrincianperhitungannilaitagihanterakhiryang
jatuh iempo. FpK br:rdasarkan hasil penelitian tagihan oleh
pengawa! pekerjaanr berkewajiban untuk menerbitkan sPP

untuk pembayaran tagihan ingsuran terakhir selambat-

lambatnyaT(tujuh)frarife4aterhitungsejak,tagihandan
kelengkipan dokumen penunjang diterinra oleh Pongawas

Pekerjaan.
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6s. Penangguhan 68.1. PP( dapat menangguhkan penbayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan jir<ar penyedia Eagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktuarrnya, termasuk penyerahan setiap Hasil
Pekerjaan sesuaiclengan waktu yang tetah ditetapkan.

68.2. PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedla
tentang pena.gguharr hak pembayaran, disertai arisan-
alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut.
Ponyedia diberi kesompatan untuk memperbaiki daram
jangka waktu tertentu.

68.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kggagalan atau kelalaian penyedia.

68.4. Jika dipandang perru oleh ppK, penangguhan pembayaran
akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilaiukan
borsamaan dongan pengenaan donda kepada penyedia.

G. Pengawaean Mutu

69. Pengawasan
dan
Pemeriksaan

79. Penilaian
Pokerjaan
Sementara oleh
PPK

71. Cacat Mutu

72. Pengujlan

73. Perbaikan
Cacat
llutu

PPK. berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oieh penyedia. Apabila
diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihali ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

7o.1. PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat metakukan
penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan
oleh penyedia.

74.2. Penilaian atas hasil pekerjaan ditakukan terhadap mutu dan
kemajuan fisik pekerjaan.

PPI( .atau Perrgawas pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil
Pekerjaaa dan memberitahukan penyedia secera tertulis atas setiap
Cacat Mutu yang ditemukan.
PPK. atau Pengawas pekerjaan dapat memerintahkan penyedia
untuk menemukan dan. mengungkapkan cacat Mutu, serta menguji
Hasil Pekerjaan yang dianggap orcn ppx atau pengawas pekerjian
mengandung cacat- Mutu. penyedia bertanggu-ng jawab atasperbaikan cacat Mutu selama Masa rintra[ o"n Masa
Pemeliharaan,

Jika PPK atau Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia urrtuk
melak_ukan pengujian cacat Mutu yang tidak tercanium dalam
Spesifikasi reknis dan Gambar, dan na-sil uli coba menunjukkan
adanya cacat Mutu maka penyedia berkewajibin untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat Mutu
maka uji coba tersebut diangg;rp sebagai perlstiwa Kompensasi.

73.1. PPK atau Pengawers Fekerjaan akan menyampaikan
pemberitahuan cacat Mutu kepada penyedia segera setelah
ditemukan cacat Mutu tersebut. ponyedia bortanggung
jawab atas cacat mutu serama Masa pelaksanaan dan Masi
Pemeliharaan.
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BALAI BESAR WI.AYAH SU}IGAI BRANTAS
TAHUT{ AilGGAnAN 2015

III.30

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


I

73.2.

73.4.

Kegagalan 74.1.
Konstnrksi dan
Kegagalan
Bangunan

74.2.

74.3.

74.4.

74.5.

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia

berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang diletapkan dalam pemberitahuan.

Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk sscara
iangsung atau melalui pihak ketiga yang dituniuk oleh PPK
melakutian perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah
menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari 

. ?PK
secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya
perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian

biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia

yang jatuh tempo (ika ada) atau uarrg retensi atau pencairan

Suri[.taminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya
penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia

kepada PPK yang telah jatuh temPo.

PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap

keterlambatdn perbaikan Cacat Mutu, dan mengenakan
sanksi dafiar hitam kepada penyetlia jika tidak
melaksanakan perbaikan Cacat Mutu. Besaran denda
keterlambatan akibat cacat mutu ini ditentukan dalam

SSKK..

Apabila terjadi kegagalan konstruksi pada peiaksanaan
pekerjaan, maka PPK dan/atau penyedia bertanggung jawab

atas kegagalan konstruksi sesuaidengan kesalahan masing-
masing.

Apabila terjadi kegagalan bangunan maka PPK dan/atau
penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan
bangunan sesuai dengan kesalahah masing-masing selama
umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak
lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK pada umur
konstruksi agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap
kegagalan bangunan yang ditetapkan apabila rencana umur
konstruksikurang dari 10 (sepultth) tahun.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebagkan,
dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap sernua bentuk tuntutan, tanggung jawab,

kewajiban, kehilangan,kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakart terhadap PPK beserta instansinya (kecuali
kerugian yang rnendasa;i tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atar.r kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim
kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakil atau kematian pilrak ketiga yang timbul dari kegagalan
konstruksi dan/ateru kegagalan bangunan.

Pertanggungan asurarrsi yang dimiliki oleh penyedia tidak

membatasi kevrraj,rban penanggungan penyedia dalam Pasal
ini.

PPK maupun F'ertyedia berkewajiban untuk menyimpar dan

memelihara sennua dokumen yang digunakan dan terkait
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It

ll.

Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian 75.1.
Perselisihan

75.2.

Itikad Baik 76.1.

76.2.

dengan pelaksanaan ini selarna umur konsfuksi yang

tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepultth)
tahun.

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sunggutt-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang

timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan

ini.

Penyelesaian perselisihan atau sengkota antara para pihak

datam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah,
arbitrase, medizrsi, konsiliasi atau pengadilan eesuai dengan
ketentuan perarturan perundang-undangan. Penyelesaian
perselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkan dalam

SSKK.

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang

disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

Para pihak setuju untuk melaksanakan perianjian dengan
jujur tanpa merronjolkarn kepentingan masing-masing pihak.

Apabila selama k:ntral<, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayak.arr tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

---- 9e6r __
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